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ABSTRAK 
AMIRULBAHAR (B 111 09 265), “TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 
DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BAHAN 
GALIAN BATUAN SERTA PENGENDALIAN DAMPAKNYA DI 
KABUPATEN BARRU“ dibimbing oleh M. Yunus Wahid sebagai 
pembimbing I dan Muh. Zulfan Hakim sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran 
pemerintah daerah Kabupaten Barru dalam pemberian izin pertambangan 
bahan galian batuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan untuk mengetahui 
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengendalikan 
dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan bahan 
galian batuan.  
Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris yang dilakukan 
pada daerah Kabupaten Barru khusunya pada Dinas Pertambangan dan 
Sumber Daya Energi, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Pelayanan 
Perizinan dan Penanaman Modal serta pada Kec. Mallusetasi khususnya 
Desa Nepo dan Desa Kupa. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kewenangan pemerintah 
Kabupaten Barru yang diperoleh dalam menerbitkan Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) khususnya menyangkut bahan galian batuan 
diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Daerah Kabupaten 
Barru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
yang kemudian kewenangan dalam menerbitkan izin tersebut menjadi 
tanggung jawab Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 
(KP3M) melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru 2) 
Permasalahan yang timbul akibat adanya kegiatan pertambangan baik hal 
itu berdampak bagi lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar 
tambang, tanggung jawabnya diserahkan sepenuhnya kepada pemegang 
IUP, dan pemerintah memiliki peranan untuk melakukan fungsi 
pengawasan dalam hal menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan 
kaidah pertambangan yang baik serta melakukan reklamasi dengan uang 
jaminan reklamasi apabila pemegang IUP tidak melaksanakannya. 
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ABSTRACT 
 
AMIRULBAHAR (B 111 09 265), "RESPONSIBILITIES OF LOCAL 
GOVERNMENT IN GRANTING MINING PERMITS OF MINING ROCK 
MATERIAL CONTROL AND ITS IMPACT ON BARRU" led by M. Yunus 
Wahid as a supervisor I and Muh. Zulfan Hakim as supervisor II. 
This study aims to determine the extent of local government's role 
Barru in granting mineral mining rock by the Regional Regulation No. 7 of 
2012 on Mineral and Coal Mining and to determine the actions taken by 
local governments in controlling the negative impacts caused by mining 
activities material rock excavation. 
This study includes the type of empirical research conducted in the 
area Barru especially at the Department of Energy Mines and Resources, 
the Environment Agency, Office of Licensing Services and Investment as 
well as the District of Mallusetasi particular Nepo village and the village of 
Kupa. 
Results of research indicate that 1) the government's authority 
Barru obtained in issuing the Mining Business License (MBL), particularly 
concerning mineral rocks obtained through Law No. 4 of 2009 on Mineral 
and Coal Mining and Regional Regulation Barru No. 7 2012 on Mineral 
and Coal Mining which is then authorized to issue the permit is the 
responsibility of the Office of Licensing Services and Investment (OLSI) 
through the Regional Regulation No. 6 of 2008 on the Establishment of 
Organization and Procedures Inspectorate, Regional Development 
Planning Agency and the Regional Technical Institute Barru 2) The 
problems that arise as a result of mining activities either it has an impact 
on the environment and the communities surrounding the mine, its 
responsibilities handed over entirely to the holder of MBL, and government 
has a role to perform a supervisory function in terms of guaranteeing the 
implementation of activities in accordance with the rules of good mining 
and do reclamation with bail reclamation if the MBL holder does not carry it 
out. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Adanya pemerintahan daerah tak lepas dari konstitusi bangsa 
Indonesia yakni tertuang pada Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang mengamanatkan tentang pembagian Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang terdiri atas daerah-daerah provinsi dan dalam 
setiap provinsi terdiri atas daerah kabupaten/kota yang masing-masing dari 
daerah tersebut mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh undang-
undang. 
Akibat adanya amanat dari konstitusi tersebut berbagai peraturan 
perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dibuat untuk menjamin 
terselenggaranya pemerintahan daerah yang sesuai dengan perkembangan 
yang ada pada setiap daerah. Mengingat hal tersebut Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  memberikan hak, 
wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Kegiatan pertambangan merupakan salah satu sektor usaha yang 
memiliki peran yang strategis dan kontribusi yang besar terhadap 
pembangunan suatu daerah. Keberadaan bahan galian berupa mineral-
mineral dan endapan-endapan lainnya merupakan suatu anugerah bagi 
setiap daerah. Hal itu berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah 
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yang berasal dari penerimaan pajak, retribusi dan  penyertaan modal daerah 
melalui divestasi saham  dan/atau melalui badan usaha milik daerah. 
Kabupaten Barru merupakan salah satu daerah yang terdapat di 
Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas 1.174,72 km2 dengan wilayah 
laut teritorial seluas 4 mil dari pantai sepanjang 78 km. Kondisi geografis dan 
luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Barru memberikan potensi komoditas 
tambang yang cukup besar diantaranya merupakan komoditas tambang 
berupa: a) Mineral logam yang terdiri dari chromit, mangan, pasir besi, 
logam dasar, logam mulia, dan galena, b) mineral non logam yang terdiri dari 
batu gamping (Limestone), Batu gamping dolomitan (dolomitic limestone), 
batu permata (Gemstone), kaolin, lempung, pasir kuarsa, serpentinit, tras, c) 
batu bara dan d) batuan yang terdiri dari andesit, basal, dasit, diorit, trakit, 
pasir sungai, batu sungai, porselanit, batu sabak (slate). 
Potensi bahan galian yang terbesar di Kabupaten Barru yaitu bahan 
galian mineral bukan logam dan golongan komoditas tambang yang tidak 
ada yaitu berupa mineral radioaktif. Bahan galian yang memiliki potensi yang 
tak kalah besarnya dari mineral bukan logam yaitu bahan galian batuan, hal 
ini disebabkan penyebaran bahan galian ini lebih merata disemua daerah. 
Bahan galian batuan merupakan bahan galian yang mudah dijumpai dan 
keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat dalam hal membangun 
fasilitas maupun infrastruktur yang dibutuhkan. 
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Melihat besarnya potensi bahan galian batuan yang terdapat di 
Kabupaten Barru menyebabkan banyaknya kegiatan usaha pertambangan 
yang diusahakan baik oleh perorangan maupun badan usaha. Pada 
dasarnya kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan harus memiliki izin 
yang dekeluarkan oleh pemerintah. Keharusan memiliki izin ini tidak 
menutup kemungkinan adanya kegiatan usaha pertambangan yang ilegal 
(tidak memiliki izin). Kegiatan usaha pertambangan illegal tersebut kerap kali 
luput dari perhatian pemerintah sebagai pihak yang berwenang 
mengeluarkan izin.  
Izin merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti 
legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan 
untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.1 Ada berbagai jenis izin yang 
dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu berupa: Izin Usaha 
Pertambangan (IUP), IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, Izin 
Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 
IUPK Eksplorasi, dan IUPK Operasi Produksi.  
Bahan tambang atau bahan galian merupakan kekayaan alam yang 
memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, hal dijelaskan dalam 
Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa bumi 
                                                          
1 Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah 
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dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  
Substansi penguasaan negara ialah kewenang yang mencakup 
penentuan kebijakan mengenai: peraturan peruntukan, penggunaan dan 
pengawasan serta menjamin pemanfaatan bahan galian untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Abrar terdapat kewajiban negara 
yang merupakan tujuan dari penguasaan negara sebagai berikut: (a) segala 
bentuk pemanfaatan bahan galian harus secara nyata untuk meningkatkan 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; (b) melindungi dan menjamin segala 
hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau dinikmati langsung oleh rakyat; 
(c) mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan 
rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam 
menikmati pemanfaatan bahan galian.2 
Pengaturan mengenai kegiatan pertambangan bahan galian dapat 
kita jumpai pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara. Sebelum dikenalnya nama bahan galian batuan nama bahan 
galian ini lebih dikenal dengan nama bahan galian golongan C. Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan 
Galian menjelaskan bahan galian yang termasuk bahan galian golongan C 
yaitu berupa nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite), asbes, talk, 
                                                          
2 Abrar Saleng. 2004. Hukum Pertambangan. Yogyakarta: UII Press. Hlm.137 
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mika, grafit, magnesit, yarosit, leusit, tawas (alum), oker, batu permata, batu 
setengah permata, pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, batu apung, 
tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), marmer, batu 
tulis, batu kapur, dolomit, kalsit. 
Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara tidak dikenal lagi istilah bahan galian golongan C 
namun digantikan dengan nama bahan galian batuan hal ini dapat dijumpai 
dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 
mengatur mengenai pengelompokan komoditas tambang ke dalam 5 (lima) 
golongan yaitu: (a) pertambangan mineral radioaktif; (b) pertambangan 
mineral logam; (c) mineral bukan logam; (d) pertambangan batuan; (e) 
pertambangan batubara. 
Bahan galian batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, 
perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, 
andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu 
apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu 
terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil 
galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, 
pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan 
pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, 
onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau 
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unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi 
ekonomi pertambangan. 
Bahan galian batuan atau yang lebih dikenal dengan bahan galian 
golongan C memiliki peran yang penting  terutama dalam memberikan 
dukungan material untuk pembangunan infrastruktur antara lain: pendirian 
sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung 
perkantoran.  
Kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan yang secara 
langsung mempengaruhi keberlangsungan lingkungan hidup sehingga 
menurut Pasal 22 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, diwajibkan memiliki analisis mengenai 
dampak lingkungan (amdal). Amdal merupakan kajian mengenai dampak 
penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan 
hidup. Kegiatan yang wajib memiliki amdal dalam Pasal 36 ayat 1 UU No. 32 
Tahun 2009 diwajibkan pula memiliki izin lingkungan dalam rangka 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk 
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 
Kegiatan pertambangan bahan galian batuan yang dilakukan di 
Kabupaten Barru kerap kali menimbulkan dampak negatif terhadap 
lingkungan diantaranya berupa:  
1. Abrasi pada bibir pantai akibat adanya kegiatan penambangan,  
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2. Pada daerah sungai kerusakan lingkungan yang terjadi berupa 
penyempitan dan/atau bertambah luasnya daerah aliran sungai, 
berubahnya daerah aliran sungai,  
3. Pada daerah perbukitan kerusakan lingkungan yang terjadi berupa 
seringnya terjadi lonsoran tanah maupun bebatuan yang 
membahayakan warga, 
4. Penurunan kualitas udara akibat pencemaran udara berupa debu 
yang bertebaran akibat aktivitas penambangan, 
5. Pencemaran suara berupa kebisingan akibat aktivitas 
penambangan oleh alat-alat berat dan suara truk ketika 
melakukan pengangkutan, dan 
6. Penurunan kualitas air yang digunakan masyarakat. 
 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 
penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pemberian 
izin pertambangan bahan galian batuan berdasarkan Peraturan 
Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara? 
2. Bagaimanakah pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan 
oleh pemerintah dari adanya kegiatan pertambangan bahan galian 
batuan di Kabupaten Barru? 
8 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitianini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui dasar kewenangan yang diperoleh pemerintah 
daerah khususnya pemerintah Kabupaten Barru dalam pemberian izin 
pertambangan bahan galian batuan. 
2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan aturan dan mengetahui 
sejauh mana peran serta pemerintah dalam upaya pengendalian 
dampak lingkungan akibat di keluarkannya izin pertambangan bahan 
galian batuan. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini, yaitu: 
1. Dapat dijadikan referensi baru bagi para pihak termasuk kalangan 
akademisi dan praktisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan 
yang berkaitan dengan kewenagan pemerintah daerah menyangkut 
pemberian izin pertambangan serta mengenai pengendalian dampak 
lingkungan akibat adanya pertambangan 
2. Dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi masyarakat yang ingin 
mengetahui lebih jauh tentang kewenangan pemerintah dalam hal 
pemberian izin pertambangan bahan galian batuan, 
3. Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai kewenangan 
pemerintah daerah khususnya yang berkaitan dengan pemberian izin 
pertambangan bahan galian batuan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Asas Legalitas 
Sebelum membahas lebih jauh masalah asas legalitas, maka terlebih 
dahulu kita harus memahami konsep negara hukum (rechtsstaat). Mengenai 
hal tersebut, S. F. Marbun berpendapat bahwa konsep negara hukum lahir 
sebagai perwujudan teori kedaulatan hukum yang dipelopori antara lain 
Immanuel Kant dalam karya ilmiahnya yang berjudul Methaphysiche 
Ansfangsgrunde der Rechslehre. Menurut teori kedaulatan hukum, negara 
tidak didasarkan pada kekuasaan belaka, tetapi harus didasarkan atas 
hukum.3 
Untuk sebuah negara yang menyandang prinsip negara hukum, 
bukan sekedar diatur dalam hukum (formal) saja, melainkan lebih dari itu. 
Hukum itu yang terpenting ialah mencapai keadilan dalam masyarakat. 
Keadilan dapat dicapai dengan hukum, apabila hukum itu merupakan 
kaidah-kaidah yang mempunyai nilai.4 
Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila di 
dalamnya terkandung empat syarat minimal sebagaimana yang ditegaskan 
oleh Padmo Wahyono, yakni: 1) memiliki suatu pola untuk menghormati dan 
melindungi hak-hak kemanusiaan; 2) memiliki mekanisme kelembagaan 
                                                          
3 Muhammad Djafar Saidi. 2007. Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian 
Sengketa Pajak. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 25 
4 Dasril Radjab. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia (edisi revisi). Jakarta: PT Rieneka 
Cipta. hlm. 76 
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negara yang demokratis; 3) memiliki suatu sistem hukum yang tertib; dan 4) 
memiliki suatu kekuasaan kehakiman yang bebas.5 
Pada negara hukum welfaarstaat, tugas pemerintah adalah sangat 
luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh rakyat. Pemerintah dibatasi 
oleh undang-undang agar tidak berbuat sewenang-wenang dan apabilah 
timbul perselisihan antara pemerintah dengan rakyat akan diselesaikan oleh 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 6 
Prinsip utama negara hukum termasuk Indonesia menurut Yusril Ihza 
mahendra adalah adanya asas legalitas, peradilan bebas, dan perlindungan 
terhadap hak asasi manusia. Tindakan para penyelenggara negara harus 
berdasarkan hukum. Jadi, hukum menjadi dasar kekuasaan. Hukum justru 
membuat kekuasaan itu menjadi sah dengan menunjukkan mekanisme 
penyelenggaraan dan batas-batas suatu tindakan. Peradilan harus 
independen dari pengaruh pemerintah. Perlindungan hak asasi manusia 
harus dijalankan dalam praktik.7 
Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan 
sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan 
kenegaraan di setiap negara hukum terutama negara-negara hukum dalam 
sistem kontinental. 
Asas legalitas dikenal dalam hukum pidana; nullum delictum  sine 
praevia lege poenalie (tidak ada hukuman tanpa undang-undang), asas 
legalitas juga digunakan dalam hukum administrasi negara yang memeilikii 
                                                          
5 Muhammad Djafar Saidi. Op Cit., hlm. 29 
6 Dasril Radjab. Op Cit., hlm. 77 
7 Muhammad Djafar Saidi. Op Cit., hlm.31 
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makna; det het bestuur aan de wet is onderworpen (bahwa pemerintah 
tunduk pada undang-undang).8 
Pasal 1 angka (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu 
asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Substansi dari asas 
legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat 
administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, 
badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu 
tindakan yang dapat mengubah atau memengaruhi keadaan hukum 
masyarakat.9 
Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan 
gagasan negara hukum (het democratish ideal en hetrechtsstaats ideal). 
Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan 
berbagai  keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan lebih 
banyak memerhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum 
menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus 
didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-
hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.10 
                                                          
8 Ridwan HR. 2011 .Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada. hlm. 90-91 
9 Ni’Matul Huda.2011. Hukum Tata Negara (Edisi Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada. hlm. 77 
10 Ibid., hlm. 77 
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Pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki 
legalitas atau didasarkan pada undang-undang yang merupakan perwujudan 
aspirasi warga negara. Pada negara demokrasi, tindakan pemerintah harus 
mendapatan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam 
undang-undang.11 
Secara teoritis dan yuridis, asas legalitas, dapat diperoleh suatu 
badan/pejabat administrasi melalui atributif (legislator), baik di tingkat pusat 
maupun di tingkat daerah. Di Indonesia, asas legalitas yang berupa atributif, 
pada tingkat pusat, atributif  yang diperoleh (berasal) dari MPR merupakan 
UUD dan dari DPR yang bekerja sama dengan pemerintah merupakan 
undang-undang, sedangkan atributif yang diperoleh dari pemerintahan di 
tingkat daerah yang bersumber dari DPRD dan Pemerintahan Darerah 
adalah peraturan daerah.12 
Kedua sumber wewenang di atas disebut original legislator atau 
berasal dari pembuat undang-undang yang asli (originale wetgever). Atas 
dasar itulah terjadinya penyerahan suatu wewenang (baru) dari pembentuk 
undang-undang (rakyat melalui wakilnya di parlemen) kepada badan/pejabat 
administrasi Indonesia. Selanjutnya, atas dasar atributif itu tindakan 
badan/pejabat admistrasi Indonesia menjadi sah secara yuridis dan 
                                                          
11 Titik Triwulan Tutik. 2010. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: 
Prestasi Pustaka Publisher. hlm.182 
12 Ridwan HR. Op Cit., hlm. 78  
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mempunyai kekuatan mengikat umum karena telah memperoleh persetujuan 
dari wakil- wakilnya di parlemen.13 
B. Pemerintahan Daerah 
 Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 
1945) menentukan, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang 
berbentuk Republik.” Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 ini adalah 
merupakan suatu kenyataan bahwa para pendiri negara ini telah 
menentukan pilihan bahwa Negara Indonesia yang di Proklamasikan pada 
tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan.14 
 Dasar hukum pemerintah daerah dapat kita temui dalam Pasal 18 
ayat (1) UUD 1945 yang secara jelas menguraikan maksud dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menyatakan:  
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, 
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” 
 Dengan adanya amanat dari Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 sehingga 
berbagai produk perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan 
lainnya tentang pemerintahan daerah dilahirkan, antara lain Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomot 22 Tahun 1999, 
                                                          
13 Ridwan HR. Op Cit., hlm. 78 
14 Titik Triwulan Tutik. Op Cit., hlm. 111 
14 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014.15 
 Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk 
susunan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara normatif undang-
undang tersebuttelah mampu mengikuti perkembangan perubahan 
pemerintahan daerah sesuai zamannya.16 Penyelenggaraan urusan 
pemerintahan menggunakan berbagai asas yaitu diantaranya sebagai 
berikut: 
1. Asas Sentralisasi 
Sentralisasi merupakan suatu konsekuensi dari suatu pilihan terhadap 
negara kesatuan. Dengan kata lain bahwa konsepsi dasar pemerintahan 
dalam negara kesatuan adalah merupakan suatu rancangan yang harus 
dibangun di atas pondasi sentralisasi. Jika mengacu pada pola pebagian 
kekuasaan negara secara horizontal menurut UUD 1945, jelas bahwa 
seluruh kekuasaan negara tidak terbagi habis pada semua organ utama 
negara di tingkat pusat. Dengan demikian, maka semua penyelenggaraan 
kekuasaan pemerintah dilakukan/digerakkan dari pusat kekuasaan, 
sebagaimana dapat dipahami bahwa dalam sistem sentralisasi semua 
kewenangan ada pada pemerintah pusat.17 
                                                          
15 Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar 
Grafika. hlm. 54 
16 Ibid., hlm. 54 
17 Titik Triwulan Tutik. Op Cit., hlm. 116 
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Sentralisasi dalam perkembangannya semakin sulit untuk dijalankan 
disebabkan berbagai faktor keanekaragaman yang dimiliki oleh setiap 
daerah disertai perkembangan masyarakat terhadap paham negara modern, 
oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan model sentralisasi secara 
mutlak tidak dapat dilakukan.18 
Mengingat adanya kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam 
menjalankan asas sentralisasi tersebut maka digunakanlah asas-asas yang 
lebih bersifat kedaerahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, 
dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut.19 
a. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan 
oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). 
b. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan 
oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah 
dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 
c. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah 
kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada 
pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah 
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 
                                                          
18 Ibid., hlm. 116 
19 Siswanto Sunarno. Op Cit., hlm. 7 
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2. Otonomi Daerah 
 Pengertian otonomi daerah dimuat dalam Pasal 1 angka (6) UU 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan 
sebagai berikut:  
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pengertian otonomi daerah menurut Fernandes adalah pemberian 
hak, wewenang, dan kewajiban kepada daearah yang memungkinkan 
daerah tersebut mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk 
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan 
pembangunan.20 
Konsep tentang otonomi daerah, mengandung pemaknaan terhadap 
eksisistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. Pemikiran  pertama bahwa prinsip otonomi daerah dengan  
menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Artinya daerah diberikan 
kewenangan membuat kebijakan daerah, memberi pelayanan, peningkatan 
peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemikiran kedua, bahwa prinsip 
                                                          
20 Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan. 2008. Kewenangan Pemerintah di Bidang 
Pertanahan.Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.hlm. 100 
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otonomi daerah dengan menggunakan prinsip yang nyata dan bertanggung 
jawab.21 
Prinsip otonomi yang nyata memuat arti bahwa untuk menangani 
urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan 
kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan 
berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daeraahnya. Otonomi 
yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya 
harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi 
yang pada dasarnya bertujuan memberdayakan daerah termasuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari 
tujuan nasional.22 
 Otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh suatu 
daerah otonom yang diberikan oleh pemerintah pusat (melalui 
desentralisasi) untuk menjalankan hak dan kewajiban, dan wewenang yang 
dimilkinya untuk mengatur rumah tangganya sendiri sehingga dapat 
meningkatkan daya dan hasil guna untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakatnya dan melakukan pembangunan di daerahnya.23 
3. Asas Desentralisasi 
Desentralisasi adalah sebagai penyerahan tugas atau urusan kepada 
Pemerintah tingkat bawah (overdracht van taken of bevoegdheid). Dengan 
pengertian tersebut prosedur penyerahan pada lazimnya ditetapkan 
                                                          
21 H. Siswanto Sunarno, Op Cit., hlm. 8 
22 Arie Sukanti Hutagalung, Op Cit., hlm. 108 
23Ibid.,hlm. 108-109 
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landasannya dalam UUD, dan penyerahannya dilakukan dengan Undang-
Undang.24 Mengenai tugas dan penyerahan urusan landasannya terdapat 
pada UUD 1945 yang dapat kita temukan Pasal 18 ayat : 
(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan.  
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 
ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. 
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan.  
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
Pasal 1 angka 8 menjelaskan pengertian Desentralisasi sebagai 
“Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah 
otonom berdasarkan Asas Otonomi.” 
Philif Mahwod menyatakan desentralisasi adalah pembagian dari 
sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat 
terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas di 
dalam wilayah tertentu di suatu negara.25 
4.  Dekonsentrasi 
Dekonsentrasi menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor  23 
Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah adalah pelimpahan sebagian 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di 
                                                          
24 Arief Muljadi. 2005. Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara 
Kesatuan RI. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. hlm. 70 
25 Siswanto Sunarno, Op Cit., hlm.13 
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wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai 
penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 
 Menurut Harold Alderfer menyebutkan “Dekonsentrasi menciptakan 
kesatuan administrasi atau instansi vertikal untuk mengemban perintah 
atasan. Kesatuan administrasi atau instansi vertikal tersebut merupakan 
bawahan dari pemerintah pusat sehingga segala sesuatu yang dilakukan 
oleh penerima pelimpahan kewenangan (daerah atau instansi vertikal) 
adalah atas nama pemberi pelimpahan kewenangan (pemerintah pusat) 
dalam wilayah yurisdiksi tertentu. Selain itu di dalam dekonsentrasi juga 
tidak terdapat keputusan yang mendasar atau keputusan kebijaksanaan 
tingkat daerah.26 
 Menurut Bagir Manan, dekonsentrasi hanya berkaitan dengan 
penyelenggaraan administrasi negara, karena itu bersifat kepegawaian 
(ambtelijk). Kehadiran dekonsentrasi hanya semata-mata untuk 
“melancarkan” penyelenggaraan pemerintah sentral di daerah.27 
5.  Kewenangan Daerah 
 Kewenangan daerah merupakan kewenangan yang dilimpahkan 
secara atribusi oleh pembuat undang-undang melalui Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor  23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan mengenai pengertian 
pemerintahan daerah dan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut: 
                                                          
26 Arie Sukanti Hutagalung, Op Cit., hlm. 110 
27 Titik Triwulan Tutik, Op Cit., hlm. 118 
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(2).  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
(3). Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
 Lebih lanjut dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor  23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai Urusan Pemerintahan 
terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, 
dan urusan pemerintahan umum. Dari ketiga urusan pemerintah tersebut 
yang menjadi urusan Pemerintah Daerah yaitu Urusan Pemerintahan 
konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah 
terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 
Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang 
berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak 
berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Hal tersebut meliputi sebagai berikut: 
(1)  Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar meliputi:28 
a. pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; 
dan 
f. sosial. 
                                                          
28 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah 
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(2)  Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar meliputi: 
a. tenaga kerja; 
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 
c. pangan; 
d. pertanahan; 
e. lingkungan hidup; 
f.  administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
i.  perhubungan; 
j.  komunikasi dan informatika; 
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 
l.  penanaman modal; 
m. kepemudaan dan olah raga; 
n. statistik; 
o. persandian; 
p. kebudayaan; 
q. perpustakaan; dan 
r. kearsipan. 
(3)  Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: 
a. kelautan dan perikanan; 
b. pariwisata; 
c. pertanian; 
d. kehutanan; 
e. energi dan sumber daya mineral; 
f. perdagangan; 
g. perindustrian; dan 
h. transmigrasi. 
Mengenai Pemerintah Daerah, dalam Undang-Undang Nomor  23 
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa setiap 
pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah dan dibantu oleh wakil 
kepala daerah. Daerah kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu 
oleh Wakil Bupati. Adapun tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
sebagai berikut: 
Kepala daerah mempunyai tugas: 
a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 
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b.  Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 
c.  Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan 
rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas 
bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; 
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, 
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD 
untuk dibahas bersama; 
e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
f.  Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan 
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Kepala daerah dalam melaksanakan tugas berwenang: 
a.  Mengajukan rancangan Perda; 
b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama 
DPRD; 
c.  Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; 
d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat 
dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; 
e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Wakil kepala daerah mempunyai tugas: 
a. Membantu kepala daerah dalam: 
1.  Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah; 
2. Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindak 
lanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat 
pengawasan; 
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi bagi 
wakil gubernur; dan 
4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan 
yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, 
kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati/wali kota; 
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam 
pelaksanaan pemerintahan daerah; 
c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala 
daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan 
d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Selain melaksanakan tugas wakil kepala daerah melaksanakan tugas 
dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah 
yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah serta dalam 
melaksanakan tugas, wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada 
kepala daerah. 
 
C. Kewenangan 
 Berbicara mengenai kewenangan sangat erat kaitannya dengan 
masalah pemerintahan. Hal ini disebabkan, organ pemerintahlah yang pada 
umumnya sering mendapatkan pelimpahan wewenang sebagai lembaga 
yang bersinggungan dengan kepentingan umum (publik). Suatu 
penyelenggaraan pemerintahan dalam kesehariannya selalu berhubungan 
dengan masyarakat atau lebih sering di istilahkan sebagai rakyat. 
Kewenangan pada dasarnya bersumber dari undang-undang yang 
bersumber dari pembuat undang-undang salah satunya DPR yang 
merupakan wakil rakyat. Pelaksanaan kewenangan tidak semata dilakukan 
dengan sewenang-wenang disebabkan hal ini berhubungan dengan asas 
legalitas dimana setiap tindakan pemerintah harus didasari oleh undang-
undang atau aturan yang mengatur mengenai tindakan tersebut. 
Mengenai kewenangan itu, H.D. Stout mengatakan bahwa: 
“bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat 
kan worden omschereven als het geheel van regels dat betrekking heft 
op the verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke 
bevoegdhedem door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het 
bestuursrechtelijk rechtsverkeer” 
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(wewenang adalah pengertian dari hukum organisasi pemerintahan, yang 
dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan 
dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek 
hukum di dalam hukum publik).29 
Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama 
dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk 
berbuat atau tidak berbuat. Menurut pandangan hukum, wewenang 
sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Mengenai hak 
dalam kaitannya dengan otonmi daerah, hak menyandang pengertian 
kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri 
(selfbesturen) sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan 
untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, vertical 
berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan negara secara 
keseluruhan.30 
Philipus M. Hadjon, menyimpulkan 5 (lima) norma umum penggunaan 
wewenang, yaitu:  
1. Penggunaan wewenang harus berdasarkan peraturan 
perundang-undangan (asas wetmatigheid); 
2. Larangan menyalahgunakan wewenang; 
3. Larangan bertindak sewenang-wenang; 
4. Wajib bertindak sesuai dengan norma-norma kepatuhan; 
                                                          
29 Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada. hlm. 98 
30 Ibid., hlm. 99 
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5. Yang memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh 
tindakan yang dilakukan.31 
1. Sumber dan cara memperoleh kewenangan  
Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka 
berdasarkan prinsip ini wewenang pemerintah berasal dari peraturan 
perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah 
peraturan perundang-undangan. Secara teoritik kewenangan yang 
bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 
tiga cara lain yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Lebih lanjut disebutkan 
bahwa legislator yang kompeten memberikan atribusi wewenang 
pemerintahan itu dibedakan antara:32 
a.  yang berkedudukan sebagai original legislator; di negara kita di tingkat 
pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-
sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu Undang-undang, dan 
di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang 
melahirkan peraturan daerah. 
b. yang bertindak sebagai delegator legislator; seperti presiden yang 
berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan 
peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang 
pemerintahan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tertentu. 
                                                          
31 Titik Triwulan Tutik. Op Cit., hlm. 202 
32 Ridwan HR. Op Cit., hlm. 101 
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Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wiljk/Willem 
Konijnebelt mendefenisikan sebagai berikut:33 
a. Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever 
aan een bestuursorgaan, Atribusi adalah pemberian wewenang 
pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ 
pemerintahan. 
b. Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene 
bestuursorgaan aan een ander, Delegasi adalah pelimpahan 
wewenag pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ 
pemerintahan lainnya. 
c. Mandaat: een bestuursorgaan laan zijn bevoegheid namens hem 
uitoefenen door een ander, Mandat terjadi ketika organ pemerintahan 
mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya. 
Adapun penjelasan lain mengenai atribusi ialah pemberian 
kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ 
pemerintahan yang baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. 
Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan 
hukum tata negara. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli 
atas dasar ketentuan hukum tata negara. Suatu atribusi merupakan 
wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber 
kepada undang-undang dalam arti materill. Rumusan lain mengatakan 
bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan 
                                                          
33 Ibid., hlm. 102 
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pemberiannya kepada organ tertentu yang dapat membentuk wewenang 
adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan.34 
Hukum administrasi Belanda merumuskan mengenai pengertian 
delegasi yang tertuang pada AWB (aglemene wet bestuursrecht). Delegasi 
dalam Pasal 10: 3 AWB, diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk 
membuat besluit) oleh pejabat pemerintah (pejabat TUN) kepada pihak lain 
dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut.35 Perlu 
diperhatikan bahwa suatu delegasi selalu didahului oleh adanya atribusi. 
Mengenai hal di atas  dapat disimpulkan bahwa dalam delegasi terjadi 
penyerahan wewenang serta tanggung jawab yang dimiliki oleh organ 
pemerintah kepada organ yang lain yang mampu melaksanakannya. 
Pelimpahan wewenang secara delegasi memiliki persyaratan-
persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: 
1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi menggunakan 
sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan 
itu dalam peraturan perundang-undangan; 
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki 
kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; 
                                                          
34 Titik Triwulan Tutik. 2010. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: 
Prestasi Pustaka Publisher. hlm. 193-194 
35 Ibid., hlm. 195 
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4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans 
berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan 
wewenang tesebut; 
5. Peraturan kebijakan (beleidsregelen), artinya delegans memberikan 
instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.36 
Pada mandat, tidak terjadi hal yang seperti terjadi pada atribusi 
maupun delegasi dalam artian tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru 
maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara 
yang satu kepada yang lain. 
2. Kompetensi: atribusi, delegasi, mandat 
Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua 
cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang 
yang melekat pada suatu jabatan (Pasal 1angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 
menyebutkan: wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha 
negara yang dilawan dengan wewenang yang dilimpahkan). Kita berbicara 
tentang delegasi dalam hal pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang 
ada. Apabilah kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan 
yang berdasarkan kewenangan itu, tidak sah menurut hukum.37 
Pengertian atribusi dan delegasi adalah alat-alat untuk membantu 
untuk memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak. Pemikiran 
negara hukum menyebabkan bahwa, apabila penguasa ingin meletakkan 
                                                          
36 Ibid., hlm. 195-196 
37 Philipus M. Hadjon, dkk.  2008. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press.hlm. 130 
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kewajiaban-kewajiban di atas warga (masyarakat), maka kewenangan itu 
harus ditemukan dalam suatu undang-undang. Dalam hal mandat tidak ada 
sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihtanganan kewenangan. 
Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. 
Pada  hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk 
atas nama si penguasa.38 
Pada atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang 
baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tangggung 
jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan 
sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris). Pada delegasi 
tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang 
dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya. Tanggung jawab yuridis 
tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans), tetapi beralih pada 
penerima delegasi (delegetaris). Sementara pada mandat, penerima mandat 
(mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat 
(mandans), tanggung jawab akhir keputusan  yang diambil mandataris tetap 
berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini 
bukan pihak lain dari pemberi mandat.39 
D. Perizinan 
Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan 
                                                          
38Ibid.,hlm. 130-131 
39Ridwan HR., op. cit., hlm. 105 
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Terpadu di Daerah menyebutkan bahwa Perijinan adalah pemberian 
legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam 
bentuk ijin maupun tanda daftar usaha. 
Beberapa istilah yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu: 
dispensasi, konsesi dan lisensi. Dalam hukum administrasi negara  
dispensasi (dispensatie) diartikan sebagai, “tindakan Pemerintah yang 
menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku 
untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus”. Adapun pendapat lain dari 
beberapa ahli yaitu diantaranya “WF. Prins mengatakan bahwa dispensasi 
adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan undang-
undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewah (relaxatio 
legis). Menurut Ateng Syaafrudin, dispensasi bertujuan untuk menebus 
rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi 
berarti menyisihkan pelanggaran dalam hal yang khusus (relaxatie legis)”.40 
Lisensi pada umumnya sering digunakan dalam bidang hak kekayaan 
intelektual (HKI), lisensi pada bidang HKI merupakan pemberian izin oleh 
pemegang HKI (hak cipta, hak merek, hak paten, dll.) kepada pihak lain 
yang ingin memanfaatkan atau mengguanakan hak (tidak terdapat 
pengalihaan hak) yang dimiliki oleh pihak pemegang HKI dengan melalui 
sebuah perjanjian. “Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk 
menyelengarakan suatu perusahaan. Lisensi digunkan untuk menyatakan 
                                                          
40 Ridwan HR., Op Cit., hlm. 197 
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suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan 
perusahaan dengan izin khusus atau istimewah”.41 
“Konsesi adalah suatu Penetapan administrasi negara yang secara 
yuridis sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispensasi, izin, 
dan lisensi disertai semacam “wewenang pemerintah” terbatas kepada 
konsensionaris”.42 Konsesi biasanya sering dikeluarkan di bidang usaha 
pertambangan dan pengelolaan hutan yang memerlukan tanggung jawab 
yang besar dikarenakan hal itu dapat bersentuhan langsung dengan 
kepentingan masyarakat. “Konsesi merupakan suatu izin yang berhubungan 
dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali 
sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh 
pemerintah diberikan hak penyelenggara kepada konsensionaris (pemegang 
izin) yang bukan pejabat pemerintah”.43 
Selain dispensasi, konsesi dan lisensi dalam kaitannya dengan 
masalah perizinan juga dikenal rekomendasi. Rekomendasi dapat diartikan 
sebagai pertimbangan yang diberikan oleh badan atau pejabat yang 
berwenang untuk digunakan dalam pemberian izin pada suatu bidang 
tertentu. Rekomendasi merupakan instrumen yang cukup penting dalam soal 
perizinan karena rekomendasi diberikan oleh badan atau jabatan yang 
                                                          
41 Ibid.,hlm. 197 
42 Y. Sri Pudyatmoko. 2009. Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan. Jakarta: PT 
Gramedia Wediasarana Indonesia. hlm. 9  
43 Ridwan HR., Op Cit., hlm. 197 
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mempunyai kompetensi dan kapasitas khusus dibidang tertentu, didasarkan 
pada keahlian dalam suatu disiplin tertentu.44 
Penerbitan rekomendasi sering kali juga didahului oleh adanya 
permohonan yang bisa saja ditolak dalam pemrosesannya dilakukan, seperti 
layaknya penerbitan suatu izin pula. Berbeda dengan izin, rekomendasi 
merupakan suatu yang tidak langsung mempunyai daya ikat. Artinya, 
instansi yang berwenang menerbitkan izin dapat menggunakan rekomendasi 
sebagai acuan atau referensi, tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi pejabat 
atau instansi yang berwenang menerbitkan izin untuk menggunakan 
pertimbangan lain. Namun demikian, mengingat rekomendasi dikeluarkan 
oleh badan atau instansi yang mempunyai kewenangan dan keahlian pada 
bidang tertentu maka mau tidak mau juga diindahkan.45 
1.  Pengertian Perizinan 
Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi, dan lisensi, di 
bawah ini akan disampaikan beberapa defenisi izin. Di dalam kamus hukum, 
izin (vergunning) dijelaskan sebagai; 
 “Overheidstoestemming door wet of verodening vereist gesteld 
voor tal van handeling waarop in het algemeen belang speciaal 
toezicht vereist is, mar die, in het algemeen, niet als onwenselijk 
worden beschouwd”. 
Memiliki arti bahwa perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan 
undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk 
perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi 
                                                          
44 Ibid., hlm. 9 
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yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali 
tidak dikehendaki).46 
Ateng Syarifuddin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti 
menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau “Als 
opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval”, (sebagai 
peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). Menurut 
Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi 
satu yang mengimplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan 
persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Bagir Manan menyebutkan izin dalam arti luas berarti 
suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peratutan perundang-
undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan 
tertentu yang secara umum dilarang.47 
N.M. Spelt dan J.B.J. M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti 
luas dan sempit, yaitu sebagai berikut. 
“izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan 
dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai 
sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. 
Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-
undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. 
Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang 
memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang 
sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan 
yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus 
atasnya.  
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Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu 
peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat 
undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk 
menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur 
tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak 
seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat 
melakukan pengawasan sekadarnya. 
Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan 
dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam 
ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat 
dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi 
persoalannya bukanlah untuk hanya memberikan perkenaan dalam 
keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan 
yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan 
dalam ketentuan-ketentuan).”48 
Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan 
Terpadu di Daerah menyebutkan bahwa Ijin adalah dokumen yang 
dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau 
peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau 
diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau 
kegiatan tertentu. 
2. Aspek Yuridis Pada Izin 
Menurut Spelt dan Ten Berge, pada umumnya sistem izin terdiri atas 
larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian (izin), dan 
ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.49 
 
 
                                                          
48 Ibid., hlm. 199-200 
49 Y. Sri Pudyatmoko., Op Cit., hlm. 17-18 
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a. Larangan 
Larangan dan wewenang suatu organ pemerintahan dilakukan 
dengan memberikan izin harus ditetapkan dalam suatu peraturan 
perundang-undangan. Hal ini timbul dari asas legalitas dalam negara 
hukum demokratis, yang dalam hal ini pemerintahan (kekuasaan eksekutif) 
hanya memiliki wewenang-wewenang yang dengan tegas diberikan dalam 
Undang-undang Dasar atau undang-undang lain. Larangan itu merupakan 
sesuatu yang membebani warga, oleh karena itu pembebanan tersebut 
mesti mendapat persetujuan warga dengan mendasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
b. Persetujuan yang Merupakan  Dasar Kekecualian (Izin) 
Izin muncul jika norma larangan umum dikaitkan dengan norma 
umum, yang memberikan kepada suatu organ pemerintahan wewenang 
untuk menggatikan larangan itu dengan persetujuan dalam suatu bentuk 
tertentu. Keputusan yang memberikan izin adalah suatu keputusan tata 
usaha negara. Keputusan ini adalah keputusan sepihak dari suatu organ 
pemerintahan yang diberikan atas dasar wewenang ketatanegaraan atau 
ketatausahaan untuk menciptakan suatu keadaan yang konkret dan 
individual sehingga suatu hubungan hukum menetapkannya secara 
mengikat, membebaskannya, atau dalam kondisi tertentu suatu 
permohonan itu ditolak. 
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c. Ketentuan-Ketentuan yang Berhubungan dengan Izin 
Ketentuan-ketentuan adalah syarat-syarat yang menjadi dasar bagi 
organ pemerintah dalam memberikan izin. Dalam banyak hal, izin dikaitkan 
dengan syarat-syarat berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan 
sebagai salah satu instrument (pengendalian) penguasa. 
Pada situasi tertentu ada kemungkinan sesuatu hal yang secara 
umum  dilarang kemudian diperbolehkan oleh penguasa. Ada juga 
larangan yang tidak dimaksudkan secara sungguh-sungguh. Untuk adanya 
kemungkinan penyimpangan dari ketentuan larangan tersebut, organ 
pemerintah tertentu diberikan kewenangan untuk melakukan 
penyimpangan. Tanpa ada kewenangan seperti itu, organ pemerintah tidak 
bisa memberiikan izin. 
3. Bentuk dan Urgensi Izin 
Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering kali dapat 
dibedakan dari sisi wujudnya menjadi dua hal yaitu keputusan lisan dan 
keputusan tertulis. Keputusan lisan dapat dikeluarkan oleh pemerintah 
terhadap hal yang bersifat mendesak atau segera harus diambil. Kiranya 
tidak terlalu sulit untuk mendapatkan gambaran mengenai hal ini, seperti 
dalam hal terjadi peristiwa kebakaran, organ pemerintah yang berwenang, 
yakni aparatur kepolisian segera memerintah agar orang-orang menyingkir 
dari jalanan yang akan dilalui oleh mobil pemadam.50 
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Izin sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada 
umumnya dibuat secara tertulis. Izin pada umunya dibuat melalui 
serangkaian proses dalam jangka waktu tertentu. Sekalipun masa 
berlakunya tidak lama, seperti hanya izin keramaian, untuk dapat 
diterbitkannya sebuah izin perlu proses dan prosedur tertentu yang kadang 
kala tidak singkat. Diawali oleh pengujian permohonan oleh pihak yang 
mempunyai kepentingan untuk melakukan kegiatan tertentu, disertai dengan 
pemenuhan persyaratan yang ditetapkan, kemudian diproses dengan 
mempertimbangkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi termasuk 
kepentingan yang ada, sampai kemudian muncul izin.51 
Izin sering kali mempunyai arti yang begitu penting bagi pemegannya 
(pelaku kegiatan) dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan 
pemrintah maupun pihak lain. Dapat disebutkan beberapa urgensi dari izin, 
misalnya sebagai berikut:52 
a) Sebagai Landasan Hukum (Legal Base)  
Izin dapat dikatakan sebagai landasan hukum. Dapat dipahami 
bahwa kegiatan tertentu memang tidak dapat dilakukan oleh warga 
masyarakat tanpa adanya izin dari organ pemerintah yang berwenang. 
Kenyataan tersebut dapat dimengerti karena berbagai hal sering kali 
terkait dengan dengan kegiatan yang akan dilakukan pemohon izin. Oleh 
karena itu, izin menjadi dasar hukum bagi pelaku kegiatan untuk memulai 
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kegiatan tersebut. Hak dan kewajiaban pemohon izin berkaitan dengan 
dilakukannya kegiatan dan lahir setelah ada izin. Tanpa izin, suatu pihak 
tidak dapat melakukan kegiatan yang dimuat dalam izin itu. Kalau tetap 
saja dilakukan maka dapat dikatakan bahwa kegiatan itu melanggar 
hukum.  
b) Sebagai Instrumen untuk Menjamin Kepastian Hukum 
Izin pada umumnya memuat berbagai hal, baik yang bersifat 
subjektif maupun objektif. Misalnya, dapat dilihat dalam izin itu siapa 
yang diberikan hak untuk dapat melakukan kegiatan yang identitasnya 
sering kali telah tercantum dengan jelas. Untuk jenis izin tertentu yang 
dapat dipindahtangankan, sudah dicantumkan kemungkinan untuk 
pemindahtanganan itu. Di samping identitas, pihak yang diberi hak untuk 
melakukan kegiatan apa yang diizinkan, apa batasannya, baik mengenai 
waktu, lokasi, volume, maupun hal-hal deskriptip lain yang menyangkut 
sesuatu yang bersifat objektif. Dengan muatan yang demikian, izin tentu 
dapat digunakan sebagai pegangan oleh pihak pemegang izin serta 
pihak lain. Sekaligus memberi kepastian baik mengenai siapa yang 
diizinkan, dapat dipindahtangankan kegiatan apa yang diizinkan dan 
sebagainya. 
c) Sebagai Instrumen untuk Melindungi Kepentingan 
Izin sebagai sebuah keputusan dapat digunakan menjadi 
instrument perlindungan kepentingan, baik itu kepentingan pemohon, 
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kepentingan pemerintah, maupun kepentingan lain. Izin dapat digunakan 
untuk melindungi kepentingan pemegang izin karena untuk diizinkan 
melakukan kegiatan tertentu tidak lepas dari kewajiban pemenuhan 
persyaratan yang di dalamnya termasuk serangkaian pengujian. 
Izin juga dapat dikatakan melindungi kepentingan pemerintah 
karena dalam izin sering kali ada beberapa klausul yang memungkinkan 
pemerintah mengambil tindakan apabila izin itu dilanggar. Dalam hal 
tertentu, izin juga mempunyai manfaat bagi perlindungan kepentingan 
masyarakat sebagai pihak ketiga. 
4.  Isi Izin 
Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin 
selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan tertulis, secara umum 
izin memuat hal-hal sebagai berikut.53 
a. Organ yang berwenang 
Izin dinyatakan lewat siapa yang memberikannya, biasanya dari 
kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang 
memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ 
yang berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal 
mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait 
adalah organ pemerintah. Oleh karena itu, bila dalam suatu undang-
undang tidak dinyatakan dengan tegas organ mana dari lapisan 
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pemerintahan tertentu yang berwenang, tetapi misalnya hanya 
dinyatakan secara umum bahwa “harminte” yang berwenang, maka 
dapat diduga bahwa yang dimaksud ialah organ pemerintah harminte, 
yakni wali harminte dengan para anggota pengurus harian. Namun untuk 
menghindari keraguan dalam kebanyakan undang-undang pada 
permulaannya dicantumkan defenisi. 
b. Yang Dialamatkan 
Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir 
setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena 
itu, keputusan yang memuat izn akan dialamatkan pula kepada pihak 
yang memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum. 
Dalam hal-hal tertentu keputusan tentang izin juga penting bagi pihak 
yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku pemberi izin harus 
pula mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin 
memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut. 
c. Diktum 
Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, 
harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. 
Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh 
keputusan, dinamakan diktum yang merupakan inti dari keputusan. 
Setidak-tidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut. 
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d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat 
Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung 
ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat (voorschriften, beperkingen, 
en voorwaarden), demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. 
Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat 
dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan 
pada izin banyak terdapat dalam praktik Hukum Administrasi Negara. 
Misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut ini. 
1) Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-
tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah). 
2) Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana 
tertentu). 
3) Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin 
untuk memberikan instruksi-instruksi tertulis kepada personel 
dalam lembaga). 
4) Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk 
menilai kadar bahaya atau ganguan). 
Jika dalam hal ini ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi maka 
terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, 
pemerintah harus memutuskan tersendiri. Dalam perbuatan keputusan, 
termasuk keputusan berisi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan. 
Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan secara 
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praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-
pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, 
tempat atau dengan cara lain. Sebagai contoh, pada izin lingkungan 
dapat dibuat pembatasan izin untuk periode tertentu, misalnya 5 tahun.  
Selain hal tersebut dalam keputusan dimuat syarat-syarat. Dengan 
menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan 
pada timbulnya suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti. 
Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan 
syarat penangguhan.54 
e. Pemberian Alasan 
Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan 
undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan 
fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan 
kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang 
berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang 
berperan pula penilaian yang berkepentingan tentang apa yang harus 
dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan. 
Pertimbangan hukum merupakan hal yang terpenting bagi organ 
pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonanan izin.  
Pertimbangan hukum ini biasanya lahir dari interpretasi organ 
pemerintahan terhadap ketentuan undang-undang. Adapun penetapan 
fakta, berkenaan dengan hal-hal di atas. Artinya interpretasi yang 
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dilakukan oleh organ pemerintah terhadap aturan-aturan yang relevan, 
turut didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkannya. Dalam 
keadaan tertentu, organ pemerintahan dapat menggunakan data yang 
diberikan oleh pemohon izin, di samping data dari para ahli atau biro 
konsultan.55 
f. Pemberitahuan-pemberitahuan Tambahan 
Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang 
dialamatkan ditujukan aibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam 
izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidak patuhan. 
Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja petunjuk-petunjuk 
bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-
permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan 
yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian 
hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan 
yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari diktum selaku inti 
keputusan. Oleh sebab itu mengenai pemberitahuan-pemberitahuan 
tersebut tidak termasuk dalam hakikat keputusan, secara formal 
seseorang tidak dapat menggugat melalui hakim administrasi.56 
E.  Pertambangan dan Bahan Galian 
 Pertambangan merupakan kegiatan usaha yang memiliki peran 
penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Sektor 
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44 
 
pertambangan merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara di 
luar pajak. Keberadaan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia tidak 
lepas dari keberadaan bahan galian atau bahan tambang yang terdapat 
diberbagai wilayah nusantara yang memiliki ketersediaan yang cukup besar. 
Lebih lanjutakan dijelaskan mengenai pertambangan dan bahan galian. 
1. Defenisi Pertambangan dan Bahan Galian 
Mengenai pengertian pertambangan tidak dapat kita jumpai pada 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok 
Pertambangan  melainkan dapat kita temui  pada Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
(Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan 
Pokok-Pokok Pertambangan) yaitu Pertambangan adalah sebagian atau 
seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan 
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, 
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 
pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 
Mengenai pengertian bahan galian dapat dilihat pada Pasal 2 huruf a 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok 
Pertambangan yaitu:“ unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-bijih dan 
segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-
endapan alam.” Melihat dari pengertian diatas bahan galian mempunyai 
karakteristik diantaranya: “berbentuk padat, cair, dan gas yang keadaannya 
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masih dalam bentuk endapan alam atau letakan alam yang melekat pada 
batuan induknya dan belum terjamah oleh manusia”.57 
Secara dilihat dari pengertian di atas maka bahan galian dapat di 
kelompokkan dalam empat jenis yaitu:58 
a. Unsur-unsur kimia; 
b. Mineral-mineral; 
c. Bijih-bijih; 
d. Batu-batuan 
Penentuan kelompok jenis bahan galian ini tidak didapati pada 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pertambangan, pengelompokan jenis bahan galian atau bahan tambang 
dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai perubahan atas Undang-
Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. 
Istilah bahan galian berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu 
Mineral, dalam article 3 angka 1 Japanese mining Law no. 289, 20 
December 1950 Latest amandement in 1962 telah ditemukan pengertian 
mineral. “Mineral” in this article and articles hereinafter shall mean:59 
“the ores of gold, silver, copper, lead, bismuth, tin antimony, 
mercury, zinc, iron, sulfide, chromite, manganese, tungsten, 
molybdenum, arsenic, nickel, cobalt, uranium, thourium, phosphate, 
graphite, coal, lignite, petroleum, asphalt, natural gas, sulfur, 
gypsum, barite, alunite, fluorspar, asbestos, limestone, dolomite, 
silica stone, feldspar, pyrophyllite, talc, fire clay, and alluvial ores 
                                                          
57 Abrar Saleng. 2004. Hukum Pertambangan.Yogyakarta: UII Press. hlm. 85 
58 Ibid., hlm. 86 
59 Salim HS. 2005. Hukum Pertambangan Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
hlm. 39 
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(alluvial gold, iron sand, stream tin and other metal ores which, 
result in alluvial deposits; hereinafter, the same”. 
Mineral adalah biji-biji dari emas, perak, tembaga, timah, bismuth, 
kaleng, logam putih, seng, besi, sulfide, khrom, mangan,  tangstan, 
molybdenum, arsen, nikel, kobal, uranium, pospate, grafit, batubara, 
batubara muda, minyak mentah, aspal, gas alam, sulfur, batu tahu, barit, 
alunit, flor, asbes, batu gamping, dolomite, silicon, peldpar, piropilet,talk, 
batu lembut, dan biji tanah (biji emas, biji besi, timah di sungai dan berbagai 
metal lainnya). 
Mengenai pengertian mineral dapat pula ditemukan pada Pasal 1 
angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara yaitu: Mineral adalah senyawa anorganik yang 
terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia. tertentu serta susunan 
kristal teratur atau gabunganya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk 
lepas atau padu. 
2. Penggolongan Bahan Galian 
Pengelompokan bahan galian diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan 
yang dapat disimak sebagai berikut:  
(1) Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan : 
a. golongan bahan galian strategis; 
b. golonganbahan galian vital. 
c. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b. 
(2) Penunjukan sesuatu bahan galian ke dalam sesuatu golongan tersebut 
pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok pertambangan menguraikan mengenai dasar 
penggolongan bahan galian kedalam tiga golongan antara lain memuat 
pertimbangan yang didasarkan pada pentingnya bahan galian yang  
bersangkutan bagi negara yaitu sebagai berikut: 
1. Bahan galian golongan a termasuk Bahan galian strategis dalam 
arti kata "strategis" untuk pertahanan/keamanan negara ataupun 
strategis untuk menjamin perekonomian negara. 
2. Bahan galian golongan b termasuk Bahan galian vital dalam arti 
dapat menjamin hajat hidup orang banyak. 
3. Sedangkan bahan galian golongan c merupakan bahan galian 
yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang 
banyak, baik karena sifatnya maupun karena kecilnya jumlah 
letakkan (deposit) bahan galian. Dalam penjelasan umum PP No. 
27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian angka 3 
huruf c, bahwa golongan C merupakan bahan galian  yang tidak 
termasuk bahan galian Strategis dan Vital berarti karena sifatnya 
tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional.  
Adapun hal-hal yang menjadi latar belakang sehingga bahan galian 
digolongkan ke dalam tiga jenis golongan tidak lain di pengaruhi oleh 
berbagai faktor yang dapat dilihat sebagai berikut: 
 a. Nilai strategis/ekonomis bahan galian terhadap negara;  
 b. Terdapatnya suatu bahan galian dalam alam (genese);  
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 c. Penggunaan bahan galian bagi industri;  
 d. Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak  
 e. Pemberian kesempatan pengembangan pengusahaan;  
 f. Penyebaran pembangunan di daerah. 
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang 
Penggolongan Bahan Galian, merumuskan mengenai jenis-jenis bahan yang 
masuk ke dalam tiga golongan bahan galian tersebut sebagai berikut: 
a. Golongan bahan galian yang strategis adalah: 
- minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam; 
- bitumen padat, aspal; 
- antrasit, batubara, batubara muda; 
- uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktip lainnya; 
- nikel, kobalt; 
- timah. 
b. Golongan bahabn galian yang vital adalah: 
- besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan; 
- bauksit, tembaga, timbal, seng; 
- emas, platina, perak, air raksa, intan; 
- arsin, antimon, bismut; 
- yttrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya; 
- berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa; 
- kriolit, fluorpar, barit; 
- yodium, brom, khlor, belerang; 
c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah: 
- nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite); 
- asbes, talk, mika, grafit, magnesit; 
- yarosit, leusit, tawas (alum), oker; 
- batu permata, batu setengah permata; 
- pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit; 
- batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers 
earth); 
- marmer, batu tulis; 
- batu kapur, dolomit, kalsit; 
- granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak 
mengandungunsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam 
jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. 
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Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dikelompokkan 
kedalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:60 
a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan 
bahan galian radioaktif lainnya; 
b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, 
emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, 
bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, 
vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, 
indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, 
ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, 
lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, 
aluminium,palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, 
telluride, stronium, germanium, dan zenotin; 
c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir 
kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, 
asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, 
zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, 
kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, 
clay, dan batu gamping untuk semen; 
d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah 
diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, 
gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu 
apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu 
terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry 
besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai 
ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami 
(sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah 
merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak 
mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam 
dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; 
dan 
e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan 
gambut. 
 
 
F.  Dampak Lingkungan 
 Lingkungan hidup merupakan suatu hal yang patut dijaga dan 
dilestarikan demi keberlangsungan bersama seiiring banyaknya kegiatan 
yang mengancam atau bahkan telah merusak keseimbangan lingkungan 
                                                          
60 Lihat Pasal 2 angka 2 PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara 
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tersebut dengan berbagai dampak buruk yang diakibatkan. Masalah 
lingkungan terbesar sekarang ini diakibatkan oleh banyaknya usaha-usaha 
yang dilakukan seseorang dan/atau badan hukum yang tidak didasarkan 
pada analisis mengenai dampak lingkungan sehingga berakibat pada 
pencemaran dan kerusakan. 
 Perlu kita pahami mengenai arti lingkungan hidup itu sendiri sebelum 
kita mengetaui apa itu dampak dan pengaruhnya terhadap lingkungan. 
Menurut S.J. Mc Naughton dan Larry L. Wolf mengartikan bahwa lingkungan 
adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisik yang langsung 
mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi 
organisme.61 
 Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, S.H. Mengartikan lingkungan  
hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia 
dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia 
berada dan mempengaruhi hidup  serta kesejahteraan manusia atau jasad 
hidup lainnya.62 
 Pengertian lingkungan juga diatur dalam peraturan perundang-
undangan Indonesia yakni pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni “kesatuan 
ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan 
dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. 
                                                          
61 N. H. T. Siahan.2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga. 
hlm. 4 
62 Ibid.,hlm. 4 
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 Pengertian lingkungan hidup yang di utarakan dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1997  tidak jauh berbeda dengan pengertian yang terdapat 
pada undang-undang penerusnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang 
menjadi tambahan pada pengertian menurut Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu 
mempengaruhi alam itu sendiri. 
 Berbicara masalah dampak erat kaitannya dengan masalah kegiatan 
atau aktivitas manusia dalam mengusahakan sesuatu yang dibutuhkan 
untuk keberlangsungan hidupnya. Pengertian dampak dalam Pasal 1 angka 
(26) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup diuraikan bahwa Dampak lingkungan hidup 
adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh 
suatu usaha dan/atau kegiatan. 
Pertambangan merupakan usaha/kegiatan yang erat kaitannya 
dengan masalah lingkungan, hal ini disebabkan kegiatan pertambangan 
secara langsung bersentuhan dengan lingkungan, dimana kegiatan 
pertambangan seringkali menyebabkan perubahan bentuk, fungsi maupun 
struktur dari lingkungan yang menjadi wilayah usahanya. Dalam Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 kerusakan lingkungan diartikan 
sebagai “perubahan  langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, 
kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup.” 
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Masalah lingkungan yang dapat timbul akibat usaha pertambangan 
memang beraneka ragam sifat dan bentuknya:63 
Pertama, usaha pertambangan dalam waktu yang relatif sigkat dapat 
mengubah bentuk tofografi  dan keadaan muka tanah (land impact), 
sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah 
sekitarnya. 
Kedua, usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam 
gangguan antara lain: pencemaran akibat debu dan asap yang 
mengotori udara dan air, limbah air tailing serta buangan tambang 
yang mengandung zat-zat beracun. Ganguan juga berupa suara 
bising dari berbagai alat berat, suara ledakan eksplosif (bahan 
peledak) dan gangguan lainnya. 
Ketiga, pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan 
keselematan kerja dan kondisi geologis lapangan, dapat 
menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang 
dan gempa.  
 
Yurdi Yasmi mengemukakan bahwa ada 5 konflik yang terjadi antara 
penduduk lokal dan perusahaan tambang mengenai masalah lingkungan 
yaitu meliputi pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan tanah, 
tertundanya kompensasi, dan kerusakan moral masyarakat lokal.64 
Untuk menetapkan telah terjadinya pencemaran, harus di perhatikan 
lima kategori:65 
1. Pencemaran sebagai setiap perubahan atas lingkungan (any 
alternation of the environment); 
2. Pencemaran sebagai hak kedaulatan territorial (the right of the 
territorial sovereign); 
3. Pencemaran sebagai merusak (damage); 
4. Pencemaran sebagai bercampurnya dengan penggunaan lain atas 
lingkungan (interference with other uses of the environment); 
5. Pencemaran sebagai melebihi kemampuan menerima unsur/zat 
asing oleh lingkungan (as exceeding the assimiliative capacity of the 
environment); 
                                                          
63 Abrar Saleng.Op Cit., hlm. 117 
64 Salim HS. “Hukum pertambangan Mineral dan Batubara”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 
2012), hlm. 222 
65 N. H. T. Siahaan. Op Cit., hlm. 283-284 
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Mengingat hal-hal sebelumnya dapat kita ketahui bahwa adanya 
kerusakan yang terjadi pada lingkungan hidup tidak lepas dari adanya 
usaha pertambangan sebagaimana hal itu dapatlah dikategorikan sebagai 
sebuah dampak yang memiliki muatan/unsur negatif dalam artian merugikan 
lingkungan. 
Mengingat banyaknya masalah lingkungan yang diakibatkan oleh 
adanya kegiatan usaha pertambangan maka pemerintah mengharuskan 
adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup, yang selanjutnya 
disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha 
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan 
usaha dan/atau kegiatan.66 
Untuk mengurangi resiko kerusakan lingkungan hidup maka setiap 
usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan 
hidup wajib memiliki amdal. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: 
a.  Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana 
usaha dan/atau kegiatan; 
b. Luas wilayah penyebaran dampak; 
c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 
d.  Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena 
dampak; 
e.  Sifat kumulatif dampak; 
f.  Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau 
g.  Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.67 
                                                          
66 Lihat Pasal 1 angka (11) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan   
Lingkungan Hidup 
67 Lihat Pasal 22 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 
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Melalui peraturan perundang-undagan pemerintah menetapkan 
kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib 
dilengkapi dengan amdal terdiri atas:68 
a.  Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; 
b.  Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang 
tidak terbarukan; 
c.  Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta 
pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam 
pemanfaatannya; 
d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan 
alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; 
e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian 
kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar 
budaya; 
f.  Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; 
g.  Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; 
h.  Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi 
pertahanan negara; dan/atau 
i.  Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar 
untuk mempengaruhi lingkungan hidup. 
 
                                                          
68 Lihat Pasal 23 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
 Penelitian yang dilakukan merupakan tipe penelitian empiris yang  
dilakukan pada  Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi, Badan 
Lingkungan Hidup, Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 
(KP3M) Kabupaten Barru serta masyarakat sekitar tambang dan para pelaku 
usaha kegiatan pertambangan di Kabupaten Barru.  
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah semua baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik 
kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai 
sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Populasi dalam penelitian ini 
adalah dinas pertambangan dan sumber daya energi Kabupaten Barru, 
Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Badan Lingkungan 
Hidup serta bagian hukum Pemerintah Kabupaten Barru serta Masyarakat 
sekitar tambang dan para pelaku usaha kegiatan pertambangan di 
Kabupaten Barru.  
2. Sampel 
Sampel dari penelitian ini yaitu 1 orang dari bagian hukum Pemerintah 
Kabupaten Barru, 1 orang dari Dinas Pertambangan dan Enegri 
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Kabupaten Barru, 1 orang dari Badan Lingkungan Hidup, 1 orang dari 
Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dan 5 (lima) orang 
pelaku usaha kegiatan pertambangan bahan galian batuan di Kabupaten 
Barru. 
C. Jenis Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1.  Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 
atau pihak pertama. Data primer berupa pendapat subjek riset (orang), 
hasil observasi, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data primer 
diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala dinas 
pertambangan dan sumber daya energi serta kepala bagian hukum 
Pemerintah Kabupaten Barru serta para pelaku usaha pertambangan 
termasuk perusahaan maupun masyarakat atau yang terlibat langsung 
pada persoalan ini serta observasi langsung yang dilakukan peneliti di 
lapangan.  
2. Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak 
langsung melalui media perantara. Data sekunder berupa bukti, catatan, 
laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Data sekunder meliputi 
studi pustaka, karangan ilmiah, literatur data lembaran daerah, undang-
undang/pertauran daerah yang berkaitan dengan pembahasan yang akan 
dibahas yang tersedia pada Dinas Pertambangan dan Sumber Daya 
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Energi, Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal serta bagian 
hukum Pemerintah Kabupaten Barru yang diperlukan dalam penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan 
penelitian ini menggunakan penggabungan antara metode yuridis dengan 
metode empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 
1.  Penelitian Kepustakaan  
Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi 
melalui membaca, menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan 
dan peraturan perundang-undanagn yang berkaitan dengan masalah 
yang diangkat dalam penelitian ini. 
2. Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang 
berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. 
3. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Yaitu bentuk penelitian yang difokuskan pada objek penelitian. Dalam 
hal ini, penulis melakukan observasi  serta melakukan wawancara dengan 
instansi atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan permasalahan 
tersebut. 
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E. Analisis Data 
Untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru dalam 
Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan serta pengendalian 
dampaknya di Kabupaten Barru. Maka data yang diperoleh kemudian 
dikumpulkan  baik secara primer maupun skunder, dan dianalisis secara 
deskriptip. Selanjutnya diajukan secara kuantitatif yaitu dengan menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaian 
yang berkaitan dengan penulisan ini. 
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BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian berada di Kabupaten Barru yang terletak di pantai 
barat Provinsi Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 km arah utara Kota 
Makassar. Secara geografis terletak pada koordinat 4o05'49"LS- 4o47'35"LS 
dan 119o35'00"BT - 119o49'16"BT.69 
Batas wilayah Kabupaten Barru : 
Sebelah Utara : Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap,  
Sebelah Timur : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone,  
Sebelah Selatan : Kabupaten Pangkep dan  
Sebelah Barat : Selat Makassar. 
Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Barru 
1. Geomorfologis 
Wilayah Kabupaten Barru terbagi dalam wilayah daratan yang 
terbagi dalam 7 kecamatan dan wilayah laut teritorial seluas 4 mil dari 
pantai sepanjang 78 km. Lihat pada tabel 1: 
 
                                                          
69 Profil Kab. Barru pada website Barrukab.go.id diakses pada 10 Mei 2014 Pukul 20:30 
Wita 
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Tabel 1 
Luas Wilayah Kabupaten Barru 
No. Nama Kecamatan Luas Wilayah (km2) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Kecamatan Tanete Riaja 
Kecamatan Tanete Rilau 
Kecamatan Barru 
Kecamatan Soppeng Riaja 
Kecamatan Mallusetasi 
Kecamatan Pujananting 
Kecamatan Balusu 
174,29  
79,17  
199,32  
78,90  
216,58  
314,26  
112,20  
Luas Wliyah Kab. Barru 1.174,72 
 Sumber: http://sulselprov.go.id/kabupaten-31-kabupaten-barru.html 
2. Demografi 
Penduduk kabupaten barru mengalami peningkatan jumlah setiap 
tahunnya, hal ini dapat dilihat pada tabel 2. 
 
Tabel 2 
Jumlah Penduduk Kabupaten Barru 
Tahun 
Jumlah Penduduk (Jiwa) 
Laki-laki Perempuan Total 
1995 
2000 
2005 
2008 
2009 
71.526 
72.361 
76.377 
82.444 
77.539 
78.386 
79.740 
78.266 
83.466 
85.446 
149.912 
152.101 
158.821 
161.732 
162.985 
 Sumber: http://sulselprov.go.id/kabupaten-31-kabupaten-barru.html 
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3. Lingkungan Hidup 
Kondisi Geologi.  
Jenis tanah di Kabupaten Barru dapat diamati pada tabel 3 :  
Tabel 3 
Kondisi Geologi Kabupaten Barru 
Jenis Tanah 
Luas Wilayah 
Lokasi 
Hektar (ha) Persen % 
Alluvial 14.659  12,48% Kec. tanete Riaja 
Litosol 
 
29.034  
 
24,72 
 
Kec. Tanete Rilau 
dan Tanete Riaja 
 
Regosol 41.254  38,20% seluruh kecamatan 
Mediteran 32.516  24,60% seluruh kecamatan 
kecuali Kec. 
Tanete Rilau 
Sumber: http://sulselprov.go.id/kabupaten-31-kabupaten-barru.html 
Kondisi Klimatologis.  
Kabupaten Barru merupakan daerah beriklim tropis dan termasuk dalam 
pola iklim pesisir pantai barat Sulawesi Selatan (tabel 4).  
Tabel 4 
Kondisi Klimatologis Kabupaten Barru  
Tipe Iklim Curah hujan Bulan Keterangan 
Tipe iklim C 
dengan zone 
Agroklimatologi 
200 mm/bulan Oktober-Maret 
Bulan basah/ 
musim hujan 
100 mm/bulan April-Oktober 
Bulan kering/ 
musim 
kemarau 
Sumber: http://sulselprov.go.id/kabupaten-31-kabupaten-barru.html 
Sungai dan Pesisir. Kab. Barru dialiri sekitar 12 sungai yang tesebar di 
seluruh Kecamatan dengan panjang secara keseluruhan sekitar 234,60 
km dengan lebar 5-8 m dan kedalaman 1-4 m. Kondisi sungai saat ini 
pada umumnya mengalami sedimentasi dan penurunan debit air 
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dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Sungai-sungai 
tersebut bermuara di sepanjang pesisir Kab. Barru dengan garis pantai 
sepanjang 78 km. 
Kondisi Hutan. Luas hutan Kab. Barru berdasarkan Peta Padu Serasi 
Kehutanan Prov Sulawesi Selatan (SK Gubernur Prov. Sulsel Nomor 
276/IV/1999 adalah 65.185 ha/55,49% dari luas Kab. Barru) dengan 
rincian Hutan Lindung seluas 49.801 ha dan Hutan Produksi Terbatas 
seluas 15.384 ha. Namun berdasarkan survey tahun 2008 (Profil Kab. 
Barru Tahun 2008) luas hutan yang memiliki vegetasi atau tegakan 
hanya 55.481,80 ha. 
B. Gambaran Umum Pertambangan Kabupaten Barru 
Potensi pertambangan bahan galian batuan yang terdapat dalam 
wilayah Kabupaten Barru berupa:70 
1. BATU GAMPING 
Penyebaran galian batu gamping di Kabupaten Barru cukup luas 
mencakup beberapa lokasi dengan penyebaran relatif memanjang dari 
wilayah bagian utara hingga bagian selatan. Singkapan batu gamping 
umumnya menempati daerah bermorfologi landai hingga perbukitan. 
Adapun lokasi-lokasi penyebaran bahan galian batu gamping di wilayah 
Kabupaten Barru mencakup daerah sebagai berikut (tabel 5): 
 
 
                                                          
70 Data Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi Kab. Barru. Tahun 2014 
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Tabel 5 
Data Sumber Daya Bahan Galian Batu Gamping dan Lokasi-Lokasi 
Penyebarannya 
No. Lokasi Luas (ha) Volume (m3) Tonase (ton) 
1 Memanjang utara 
sampai selatan Bulu 
Longi-longi – 
Punranga – Bulu 
Nepo-nepo – Pacciro 
Kecamatan Tanete 
Riaja 
5.825 2.912.500.000 6.931.750.000 
2 Tengngasoe, Desa 
Patappa Kecamatan 
Pujananting 
170 34.000.000 61.880.000 
3 Memanjang timur 
sampai barat, Bulu 
Batu – Padanglampe 
– Bulu Bontosoa 
Kecamatan Tanete 
Riaja 
937,5 281.250.000 669.375.000 
4 Lisu, Desa Lompo 
Tenggae Kecamatan 
Tanete Riaja 
200 20.000.000 51.400.000 
5 Lereng Timur Bulu 
Salebbi. Banga-
bangae, Desa Latuttu 
Kecamatan Barru 
125 12.500,000 34.375.000 
6 Memanjang utara 
sampai selatan , Bulu 
Songkoe sampai Bulu 
Pangia, Desa Tompo 
Kecamatan Barru 
1.525 762.500.000 1.814.750.000 
Total  4.022.750.000 9.563.530.000 
Sumber: Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi Kab. Barru (Tahun 2014) 
2. BATUGAMPING DOLOMITAN 
Keberadaan bahan galian batugamping dolomitan (dolomitic limestone) 
di Kabupaten Barru umumnya menempati daerah bermorfologi 
bergelombang dengan ketebalan soil (tanah) berkisar antara 0.5-1 meter. 
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Lokasi singkapan merupakan tanah milik penduduk yang telah 
dimanfaatkan sebagai lahan kebun (tabel 6). 
Tabel 6 
Data Sumber Daya Bahan Galian Batu Gamping Dolomitan dan Lokasi 
Penyebarannya 
No. Lokasi 
Luas  
(ha) 
Berat 
jenis 
Volume (m3) 
Tonase 
(ton) 
1 Desa Madello 
Kecamatan 
Balusu 
107.42 2.38 25,377,209.6 60,397,758.9 
Total Cadangan 25,377,209.6 60,397,758.9 
Sumber: Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi Kab. Barru (Tahun 2014) 
3. PASIR KUARSA 
Pasir kuarsa di daerah Kabupaten Barru merupakan anggota formasi 
Mallawa, berdasarkan pola sebarannya dapat dibagi atas 9 lapangan 
yaitu sebagai berikut (tabel 7): 
Tabel 7 
Data Sumber Daya Bahan Galian Pasir Kuarsa dan Lokasi-Lokasi 
Penyebarannya 
No. Lokasi  Volume (m3) 
1 Lapangan Doidoi – Palludda 
(Pujananting) 
4.000.000 
2 Lapangan Punranga (Pujananting) 1.000.000 
3 Lapangan Benrong (Pujananting) 1.500.000 
4 Lapangan Panincong (Tanete Riaja) 2.500.000 
5 Lapangan Lisu (Tanete Riaja) 1.000.000 
6 Lapangan Rumpiae (Tanete Riaja) 1.500.000 
7 Lapangan Bunne (Tanete Riaja) 2.500.000 
8 Lapangan Anabanua (Barru) 1.000.000 
9 Lapangan Salomoni (Tanete Rilau) 1.000.000 
Total Cadangan 16.000.000 
Sumber: Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi Kab. Barru (tahun 2014) 
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4. ENDAPAN LEMPUNG 
Endapan lempung atau lebih dikenal sebagai tanah liat di Kabupaten 
Barru dijumpai sebagai endapan Alluvium pada anggota formasi 
Mallawa. Masyarakat pada umumnya memanfaatkan endapan lempung 
untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan batu bata (batu 
merah), lokasi sebaran endapan lempung dapat dilihat pada tabel 8. 
Tabel 8 
Data Sumber Daya Bahan Galian Endapan Lempung dan Lokasi 
Penyebarannya 
No. Lokasi Volume (m3) 
1 Kec. Pujananting, Kec.  Tanete Riaja,  
Kec. Tanete Rilau (Garessi), 
Kec. Balusu (Madello), Kec. Barru 
(Bangabangae) 
25.000.000 
Total Cadangan 25.000.000 
Sumber: Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi Kab. Barru (Tahun 2014) 
 
5. TRAS  
Lokasi endapan singkapan tras di Kabupaten Barru memiliki orientasi 
penyebaran yang  relatif memanjang berarah selatan barat daya hinggga 
utara timur laut yang searah dengan kedudukan bidang perlapisan 
batuan. Pelamparan singkapan batuan ini umumnya merupakan daerah 
perbukitan bergelombag sedang. Cadangan sumber daya terindikasi 
memiliki berat jenis (BD)  1,5. Lokasi singkapan tras dapat dilihat pada 
tabel 9. 
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Tabel 9 
Data Sumber Daya Bahan Galian Tras dan Lokasi Penyebarannya 
No. Lokasi Luas (ha) Volume (m3) Tonase (ton) 
1 Takkapala, Desa 
Kupa Kecamatan 
Mallusetasi 
18.78 14.093.850 21.140.775 
Total Cadangan 14.093.850 21.140.775 
Sumber: Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi Kab. Barru (Tahun 2014) 
6. BATU PASIR 
Lokasi penyebaran bahan galian batu pasir di Kabupaten Barru hanya 
dijumpai di daerah Tampungcinae dan Sikapa Desa Lompo Tengah 
Kecamatan Tanete Riaja. Pelamparan singkapan batuan ini umumnya 
merupakan daerah perbukitan bergelombang sedang (tabel 10). 
Tabel 10 
Data Sumber Daya Bahan Galian Batu Pasir dan Lokasi Penyebarannya 
No. Lokasi Volume (m3) 
1 Tampungcinae dan Sikapa Desa 
Lompo Tengah Kecamatan Tanete 
Riaja) 
5.000.000 
Total Cadangan 5.000.000 
Sumber: Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi Kab. Barru (Tahun 2014) 
7. BATU SUNGAI 
Penyebaran bahan galian batu sungai di wilayah Kabupaten Barru 
dijumpai pada beberapa lokasi, terutama pada daerah-daerah aliran 
sungai besar. Sungai tersebut umumnya memiliki komponen berukuran 
kerikil sampai bongkah yang terdiri basal, andesit, dan diorit (tabel 11). 
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Tabel 11 
Data Sumber Daya Bahan Galian Batu Sungai dan Lokasi-Lokasi 
Penyebarannya 
No. Lokasi Luas (ha) Tebal (m) Volume (m3) 
1 Sungai Bojo Kec. 
Mallusetasi 
24.693 1 2.469,3 
2 Sungai Ulo Kec. 
Tanete Riaja 
11.205 1,5 1.680,75 
3 Sungai Manuba 
Desa Kiru-kiru 
11.684 1 1.168,4 
4 Sungai Ralla Kec. 
Tanete Riaja 
3.987 1 398,7 
5 Sungai Bungi, 
Lappabila Kec. 
Tanete Rilau 
11.483 1 1.148,3 
6 Sungai Lawallu, 
Desa Bojo, Kec. 
Mallusetasi 
6.436 1 643,6 
7 Sungai Lampoko 
Kec. Balusu 
56.845 1 5.684,5 
8 Sungai Lipukasi 41.01 1 4.101 
9 Sungai Lakepo 13.564 1 1.356,4 
Total Cadangan 18.650.95 
Sumber: Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi Kab. Barru (Tahun 2014) 
8. PASIR SUNGAI 
Penyebaran bahan galian pasir sungai di wilayah Kabupaten Barru 
dijumpai pada beberapa lokasi, terutama pada daerah aliran sungai 
besar yang meliputi (tabel 12): 
Tabel 12 
Data Sumber Daya Bahan Galian Pasir Sungai dan Lokasi-Lokasi 
Penyebarannya 
No. Lokasi 
Satuan Ukuran (m) Volume 
(m3) 
Toanse 
(ton) Pjg Lbr Tbl 
1 Sungai Lampoko, 
Desa Balusu Kec. 
Balusu 
4.034 35 0,5 70.595 141.190 
2 Sungai Binangae, 
Kel. Sumpang 
3.632 45 0,7 114.408 228.816 
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Binangae, Kec. 
Barru 
3 Sungai Lipukasi, 
Kec. Tanete Rilau 
4.122 50 0,4 82.440 164.880 
4 Sungai Ceppaga, 
Kec. Soppeng Riaja 
1.740 40 0,8 55.680 111.880 
5 Sungai Ajjakang, 
Kec. Soppeng Riaja 
2.277 30 0,5 34.155 68.310 
6 Sungai Manuba 
Kec. Mallusetasi 
3.394 30 0,5 50.910 101.820 
Total 408.188 816.376 
Sumber: Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi Kab. Barru (Tahun 2014) 
 
9. BATUAN BEKU 
Bahan galian batuan beku di Kabupaten Barru umumnya dijumpai pada 
beberapa lokasi, tetapi secara keseluruhan memiliki penyebaran yang 
luas. Berdasarkan sifat-sifat kimia dan komposisi mineraloginya, bahan 
galian ini pada dasarnya terdiri dari kumpulan batuan-batuan beku 
berkomposisi intermediet (diorite, trakitdasit, dan andesit), basa (basal), 
ultrabasa (peridotit). Dengan lokasi sebaran sebagai brikut (tabel 13): 
Tabel 13 
Data Sumber Daya Bahan Galian Batuan Beku dan Lokasi-Lokasi 
Penyebarannya 
No. Lokasi 
Jenis 
Batuan 
Beku 
Luas (ha) Volume (m3) Tonase (ton) 
1 Kec. Barru, 
Kec. Balusu 
Diorit 1.258.900,18 445.749.998,05 1.203.524.994,74 
2 Kec. Tanete 
Riaja, Kec. 
Pujananting, 
Kec. Barru 
Trakit 1.547,71 16.145.707.585,17 45.369.438.314,33 
3 Kec. 
Mallusetasi, 
Kec. 
Pujananting, 
Kec. Barru 
Dasit 2.157,52 2.323.822.394 6.134.891.120 
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4 Kec. 
Pujananting 
Basal 13.25 6.632.500 17.907.750 
5 Kec. Tanete 
Rilau, kec. 
Pujananting, 
Kec. Barru 
Serpent
init 
8049,87 20.538.942.973 51.347.357.437 
Total 1.270.655,28 39.460.855.450 104.073.119.616 
Sumber: Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi Kab. Barru (Tahun 2014) 
C. Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pemberian izin 
pertambangan bahan galian batuan berdasarkan Perda Kab. Barru 
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
 Pertambangan merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan 
diberbagai sektor kehidupan karena peranannya dalam menyediakan 
komoditas yang berdaya guna baik dalam pembanguan fisik maupun 
dibidang perekonomian suatu daerah. Keberadaan mineral baik yang 
merupakan bahan galian merupakan berkah tersendiri bagi setiap daerah 
karena secara langsung mempengaruhi pendapatan asli suatu daerah, tak 
terkecuali bahan galain batuan yang juga sangat berperan penting pada 
sektor pembangunan baik berupa infrastruktur umum maupun pasilitas 
penunjang yang sifatnya personal. 
Peran dan tanggungjawab pemerintah tak lepas dari apa yang 
menjadi kewenangan pemerintah yang di dasarkan pada peraturan 
perundang-undang. Sebagaimana kewenangan pemerintah kabupaten/kota 
dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam 
Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
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Mineral dan Batubara dan Pada Pasal 4 Perda Kab. Barru Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain, adalah: 
a.  pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; 
b. pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan 
Rakyat (IPR), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan 
pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota 
dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; 
c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat 
dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang 
kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 
sampai dengan 4 (empat) mil; 
d.  penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi 
dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara; 
e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, 
serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota; 
f.  penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah 
kabupaten/kota; 
g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam 
usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; 
h.  pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan 
usaha pertambangan secara optimal; 
i.  penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan 
penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan 
gubernur; 
j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta 
ekspor kepada Menteri dan gubernur; 
k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan 
pascatambang; dan 
l.  peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam 
penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. 
Berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka Pemerintah 
Kabupaten Barru sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki peran 
dalam pembuatan peraturan daerah sebagai landasan hukum bagi kegiatan 
pertambangan, karena itu dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Barru 
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
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Salah satu peran penting pemerintah daerah dalam hal diberikannya 
kewenangan untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin 
Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 17 
Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan: 
(1) IUP diberikan oleh Bupati apabila Wilayah IUP berada dalam 1 
(satu) wilayah Kabupaten. 
(2) IUP diberikan kepada : 
a. Badan Usaha; 
b. Koperasi; dan/atau 
c. Perseorangan. 
(3) IUP terdiri atas dua tahap : 
a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, 
eksplorasi, danstudi kelayakan; dan 
b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, 
penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta 
pengangkutan dan penjualan. 
(4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk 
1(satu) jenis mineral atau batubara. 
(5) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi 
Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
 
Sebagaimana yang tercantum sebelumnya IUP dan IPR diterbitkan 
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi kewenangan 
dalam menyelenggarakan perizinan di Kabupaten Barru yaitu Kantor 
Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M). Pada awalnya KP3M 
mendapat mandat untuk mengurus 129 izin yang tersebar di 15 Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tujuh kecamatan yang terdiri dari 40 
desa dan 14 kelurahan. Setelah terbentuknya Kantor Pelayanan Perizinan 
dan Penanaman Modal (KP3M) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barru 
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja 
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Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Barru. 
KP3M Kabupaten Barru hanya mengurus 7 (tujuh) jenis izin mulai 
tahun 2010 sampai 2011. Kemudian ditambah 2 (dua) jenis izin lagi pada 
tahun 2012 sehingga menjadi 9 (sembilan) jenis perizinan. Memasuki tahun 
2013, KP3M secara utuh mengurus 22 jenis perizinan, empat perizinan 
diantaranya masih retribusi, yakni izin gangguan, Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB), izin trayek, dan izin usaha perikanan. Izin-izin itu merupakan hasil 
penyederhanaan dari 129 perizinan yang ada sebelum terbentuknya KP3M. 
Berdasarkan penuturan Faizal Hasman salah satu pegawai/staf 
KP3M, mengenai masalah penerbitan izin termasuk salah satunya 
pertambangan bahan galian batuan baik itu IPR, IUP Eksplorasi, dan IUP 
Operasi Produksi, KP3M berperan hanya sebagai administratif saja 
maksudnya kepala KP3M berperan sebagai pemegang kewenangan dalam 
hal penandatanganan surat izin yang sebelumnya dilakukan oleh Bupati 
Barru menjadi kewenangan Kepala KP3M, karena sifat dari KP3M yang 
bersifat administratif maka mengenai urusan teknis mengenai layak atau 
tidaknya permohonan izin tersebut untuk diterbitkan KP3M tetap berada 
pada dinas terkait seperti Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi.71 
 Setelah terbentuknya Kantor Pelayanan  Perizinan dan Penanaman 
Modal maka semua bentuk perizinan yang ada di Kab. Barru tak terkecuali 
Izin Usaha Pertambangan maupun Izin Lingkungan menjadi wewenang 
                                                          
71 Hasil wawancara dengan staf KP3M tanggal 2 Mei 2014 Pukul 09:30 Wita 
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KP3M, namun pengawasan terhadap izin yang dikeluarkan KP3M tetap 
berada pada SKPD terkait. Hal ini dikarenakan SKPD terkait berperan dalam 
urusan teknis. 
 Tata cara pengurusan izin pertambangan pada Kantor Pelayanan 
Perizinan  dan Penanaman Modal Kabupaten Barru yaitu dengan memenuhi 
syarat-syarat berupa: (a) administratif, (b) teknis, (c) lingkungan dan (d) 
finansial. Adapun syarat-syarat tersebut diuraikan sebagai berikut: 
(a) Persyaratan Administratif  
1. Untuk Badan Usaha untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi 
Produksi 
• Mineral logam dan batubara:  
a. Surat permohonan;  
b. Susunan Direksi dan daftar pemegang saham;  
c. Surat keterangan domisili 
• Mineral bukan logam dan batuan :  
a. Surat permohonan;  
b. Profil badan usaha;  
c. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha 
pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang 
berwenang;  
d. Nomor pokok wajib pajak;  
e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan  
f. Surat keterangan domisili. 
2. Untuk Koperasi untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi 
• Mineral logam dan batubara:  
a. Surat permohonan;  
b. Surat susunan pengurus;  
c. Surat keterangan domisili.  
• Mineral bukan logam dan batuan meliputi:  
a. Surat permohonan;  
b. Profil koperasi;  
c. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha 
pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang 
berwenang;  
d. Nomor pokok wajib pajak;  
e. Susunan pengurus; dan  
f.  Surat keterangan domisili.  
3. Untuk Perorangan untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi 
• Mineral logam dan batubara:  
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a. Surat permohonan;  
b. Surat keterangan domisili.  
• Mineral bukan logam dan batuan :  
a. Surat permohonan;  
b. Kartu tanda penduduk;  
c. Nomor pokok wajib pajak; dan  
d. Surat keterangan domisili.  
4. Untuk Firma dan Perusahaan Komanditer untuk IUP Eksplorasi 
dan IUP Operasi Produksi 
• Mineral logam dan batubara:  
a. Surat permohonan;  
b. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham;  
c. Surat keterangan domisili.  
• Mineral bukan logam dan batuan :  
a. Surat permohonan;  
b. Profil perusahaan;  
c. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha 
pertambangan;  
d. Nomor pokok wajib pajak;  
e. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan  
f. Surat keterangan domisili.  
 
(b) Persyaratan Teknis 
1. IUP eksplorasi ;  
a. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli 
pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling 
sedikit 3 (tiga) tahun;  
b. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis 
lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi 
geografi yang berlaku secara nasional.  
2. IUP operasi produksi ;  
a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis 
lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi 
geografi yang berlaku secara nasional;  
b. Laporan lengkap eksplorasi;  
c. Laporan studi kelayakan;  
d. Rencana reklamasi dan pascatambang;  
e. Rencana kerja dan anggaran biaya;  
f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang 
kegiatan operasi produksi; dan  
g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 
berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.  
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(c) Persyaratan Lingkungan 
1. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup.  
2. IUP Operasi Produksi ;  
a. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan 
peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup; dan  
b. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang – undangan. 
  
(d) Persyaratan Finansial 
1. IUP Eksplorasi ;  
a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan 
kegiatan eksplorasi; dan  
b.  Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi 
hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai 
dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya 
pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta 
WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan 
wilayah.  
2. IUP Operasi Produksi ;  
a.  Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh 
akuntan publik;  
b.  Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan  
c.  Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai 
penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah 
berakhir. 
   
Izin Usaha Pertambangan erat kaitannya dengan Wilayah 
Pertambangan dan merupakan bagian dari tata ruang nasional serta 
merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Wilayah 
Usaha Pertambangan (WUP) terdiri atas : a. Wilayah Usaha Pertambangan 
(WUP); b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan c. Wilayah 
Pencadangan Negara (WPN).72 Kawasan-kawasan yang menjadi area 
pertambangan terdapat pada Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Barru 
                                                          
72 Lihat Pasal 8 Perda No. 7 tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
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Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Barru Tahun 2011-2031 menetapkan: 
 (1) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, terdiri dari:  
a. kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan 
batubara; dan  
b. kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi 
dan gas alam.  
(2) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan 
batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 
dari:  
a. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam 
berupa kromit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan 
Tanete Riaja, sebagian Kecamatan Barru dan sebagian 
wilayah Kecamatan Pujananting;  
b. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam 
berupa mangan, galena dan emas ditetapkan di sebagian 
wilayah Kecamatan Pujananting;  
c. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan 
logam berupa pasir besi, pasir kuarsa dan batu gamping 
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, 
sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau, sebagian 
wilayah Kecamatan Tanete Riaja, sebagian wilayah 
Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru 
dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting;  
d. wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa 
tras, kerikil berpasir alami, tanah liat dan marmer 
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, 
sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian 
wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan 
Barru, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau, 
sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian 
wilayah Kecamatan Pujananting; dan  
e. wilayah usaha pertambangan komoditas batubara 
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting 
dan sebagian Kecamatan Tanete Riaja.  
(3) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi dan 
gas alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri 
dari:  
a. wilayah usaha pertambangan panas bumi ditetapkan di 
sebagian wilayah Kecamatan Barru; dan  
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b. wilayah usaha pertambangan gas alam ditetapkan di 
sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja.73 
 
 Terlepas dari wilayah pertambangan pemerintah juga memiliki peran 
aktif dalam kegiatan pertambangan termasuk pengawasan melalui insfpektur 
tambang untuk menjamin pemegang IUP melakukan kewajiban sesuai 
dengan peraturan yang berlaku, salah satunya seperti pemberdayaan 
masyarakat sekitar. Pertambangan setidaknya memiliki dampak bagi 
peningkatan pendidikan, kesejahtraan, maupun perekonomian disekitar 
wilayah pertambangan. Menurut warga sekitar lingkup pertambangan di 
desa Nepo mengungkapkan bahwa salah satu kontribusi pertambangan 
galian batuan yang ada pada daerahnya yaitu diserapnya tenaga kerja lokal 
untuk dipekerjakan baik sebagai supir angkutan maupun opertor mesin.74 
Hal ini juga tertuang dalam Pasal 31 huruf (f) Perda Kab. Barru No. 7 tahun 
2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu melaksanakan 
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, sebagai 
kewajiban dari pemengang IUP. 
1. Hak dan Kewajiban dibidang Pertambangan  
Kewajiban Pemerintah Daerah dibidang pertambangan yaitu 
melakukan pembinaan dibidang pengusahaan, teknologi pertambangan, 
serta permodalan dan pemasaran. Pemerintah Daerah Kab. Barru dalam hal 
ini memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dibidang pertambangan 
                                                          
73  Pasal 33 Perda Kab. Barru No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kab. Barru 2011-2031 
74 Hasil wawancara dengan masyarakat desa Nepo pada tanggal 22 April 2014 Pukul 10:00 
Wita 
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untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan sesuai dengan kaidah 
pertambangan yang baik dan selaras dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab terhadap pengamanan 
teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi: a. keselamatan dan 
kesehatan kerja; b. pengelolaan lingkungan hidup; dan c. pasca tambang. 
Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dibidang pengamanan teknis 
dengan mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang. 
Inspektur tambang atau dapat juga disebut Pelaksana Inspeksi 
Tambang (PIT) memiliki tugas dalam melakukan inspeksi, pengujian, 
penelahaan proses dan gejala berbagai aspek tambang, 
mengembangkan metode dan teknik inspeksi, melaporkan dan 
menyebarluaskan hasil inspeksi.  
Pelaksana inspeksi tambang mempunyai tugas menegakkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang mengenai keselamata kesehatan kerja serta 
lingkungan pertambangan umum. Pelaksana inspeksi tambang memiliki fungsi 
mengatur, mengendalikan serta bertanggungjawab atas pelaksanaan pengawasan 
kegiatan usaha pertambangan umum dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan 
pengawasan. 
Pelaksana inspeksi tambang dalam melaksananaakan tugasnya memiliki 
fungsi dalam melakukan pemeriksaan/inspeksi, penyelidikan kecelakaan 
tambang dan/atau kejadian berbahaya, penyelidikan terhadap pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan, pengujian atas peralatan tambang, 
79 
 
pengujian terhadap lingkungan tempat kerja, pengujian terhadap kondisi 
limbah cair, padat, maupun gas, pembinaan keselamatan dan kesehatan 
kerja, pembinaan lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan umum, 
memberikan perintah, larangan dan petunjuk baik yang dicatat dalam buku 
tambang maupun secara lisan, menyusun laporan tertulis mengenai hasil 
pemeriksaan, membuat berita acara penyelidikan kecelakaan tambang 
dan/atau kejadian berbahaya, pencemaran lingkungan dan pelanggaran 
ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan keselamatan 
dan kesehatan Kerja serta lingkungan pertambangan umum yang berlaku.75 
Fungsi pengawasan yang dilakukan inspektur tambang mencakup 
keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem 
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Pelaksanaan pengawaan 
oleh inspektur tambang dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja dan 
keselamatan operasi pertambangan dilaksanakan dalam bentuk 
pengawasan administratif, pengawasan operasional/lapangan, 
pengujian/penilaian peralatan, sarana dan instalasi, dan pengujian/penilaian 
kompetensi.  
Pelaksana inspeksi tambang bekerjasama dengan pemerintah daerah 
dalam melakukakan ispeksi jika terjadi suatu peristiwa yang berkaitan 
dengan kesehatan, keselamatan kerja dan operasi pertambangan, guna 
menciptakan manajemen kerja yang aman. Adapun teknik ispeksi dalam 
pengawasan lingkungan pertambangan meliputi: 
                                                          
75 Pasal 5  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 22 
Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur  Tambang dan Angka Kreditnya. 
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1. Pengawasan Administrasi: 
a. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan; 
b. Mengevaluasi laporan hasil analisa kualitas limbah/bahan buangan;  
c. Mengevaluasi RKL-RPL atau UKL-UPL; 
d. Mengevaluasi informasi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan; 
e. Mengevaluasi laporan studi teknis; 
f. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan reklamasi. 
  
2. Pengawasan Teknis: 
a. Melakukan inspeksi secara berkala; 
b. Melakukan inspeksi khusus apabila diduga terjadi kerusakan dan atau 
pencemaranlingkungan serta jika ada maksud perubahan RKL-RPL 
atau UKL-UPL; 
c. Melakukan inspeksi teknis peralatan pengolahan limbah/pencegahan 
danpenanggulangan pencemaran yang akan digunakan untuk 
memantau unjuk kerja.Prinsip-prinsip Inspeksi Lingkungan 
Pertambangan : 
d. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan; 
e. Mencegah agar tidak terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai 
aturan/pedoman yang ada(mengarahkan dan  membimbing); 
f.  Menegakkan pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan dan 
kebijaksanaanlingkungan; 
g. Memberikan saran, teguran dan perintah. 
 
Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun 
pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) memiliki hak dan kewajiban 
yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini berkaitan 
demi terciptanya lingkup pertambangan yang sesuai kaidah-kaidah 
pertambangan yang baik. 
Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada kegiatan 
pertambangan bahan galian batuan mengenai kewajiban (lihat lampiran 13) 
pemegang IUP dan IPR terdapat beberapa hal yang terkadang tidak 
dilaksanakan seperti: 
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1. Tidak melakukan pematokan batas sebagaimana yang seharusnya 
selambat-lambatnya 3 bulan setelah diterbitkan izin, pemegang IPR 
harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan 
batas wilayah IPR kepada Bupati Barru; 
2. Tidak mendirikan kantor lapangan pada atau dekat wilayah IPR dan 
memasang papan nama IPR dengan mencantumkan luas wilayah, 
nomor dan tanggal serta masa berlakunya; 
3. Tidak digunakannya perlengkapan keselamatan kerja, yaitu berupa 
peyediaan semua peralatan dan perlengkapan alat pelindung diri serta 
fasilitas lainnya bagi pekerja tambang; 
4. Tidak memasang penutup pada truk sebagaimana diharuskan bahwa 
setiap mobil angkut harus ditutup dengan kain terpal/kain plastik dan 
memperhatikan pemeliharaan jalan tambang utama maupun lainnya 
termasuk penyiraman pada musim kemarau. 
Tidak dipenuhinya beberapa kewajiban tersebut, terkadang dilakukan 
lebih banyak oleh pemegang IPR yang diberikan pada perseorangan yang 
memiliki wilayah pertambangan galiaan batuan yang luasnya tidak melebihi 
1 ha (satu hektar), serta tidak memiliki modal besar, namun tak tertutup 
kemungkinan hal yang serupa juga dilakukan pemegang IUP.  
2.  Permasalahan Lingkup Pertambangan 
 Melihat fenomena yang ada pada masyarakat sekarang ini yang 
tengah menyukai batuan untuk dijadikan perhiasan atau lebih dikenal 
dengan istilah demam batu akik berpengaruh pada ancaman kerusakan 
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lingkungan akibat aktifitas penambangan yang kebanyakan tidak berizin 
(ilegal), namun hal ini sulit dicegah.  
Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, secara umum 
penambangan batu akik di Kabupaten Barru sulit dicegah dikarenakan lokasi 
penambangan masyarakat cenderung berpindah-pindah (tidak menetap 
pada suatu wilayah), hasil tambang yang cenderung sedikit namun bernilai 
ekonomi tinggi yang menyebabkan kesulitan mengidentifikasi si penambang, 
wilayah aktifitas jauh dari akses, sehingga menyulitkan untuk dipantau 
maupun dalam pengendalian aktifitas illegal penambangan batu akik 
tersebut. 
  Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara, seharusnya tidak lagi dikenal istilah 
pertambangan tanpa izin (ilegal), mengingat telah diatur mengenai izin 
pertambangan rakyat yang seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat 
dalam mengusahakan bahan galian, namun masih adanya kegiatan 
pertambangan tanpa izin disebabkan kurangnya kesadaran hukum 
masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. 
Menurut Idris salah satu pemegang izin pertambangan rakyat 
mengatakan bahwa sebenarnya pengurusan izin untuk pertambangan rakyat 
tidaklah memakan waktu lama, cukup hanya beberapa hari saja sudah terbit, 
hal ini juga didukung upaya pemerintah dalam mempermudah proses 
perizinan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dengan 
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diterapkannya berbagai program yang mendukung dalam masalah 
pengurusan izin. Ia berpendapat jika ada pelaku kegiatan pertambangan 
yang sifatnya tidak berizin (ilegal) hal ini mungkin saja disebabkan 
kurangnya pengetahuan mengenai pengurusan izin.76 
Secara umum pertambangan tanpa izin di Indonesia dipengaruhi oleh 
aspek kependudukan yang didasarkan pada kurangnya lapangan kerja, 
kehadiran penduduk pendatang pada suatu daerah yang banyak mengambil 
peran dalam kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan yang 
dilakukan pada tanah/daerah yang didasarkan pada  hak milik si 
penambang. Aspek kepentingan ekonomi yang didasarkan pada besarnya 
hasil yang dapat diperoleh namun tidak dapat diberi izin karena tidak 
memenuhi persyaratan, dimana aktifitas tersebut dinilai membahayakan dari 
segi manusia maupun lingkungan seperti pertambangan emas pada daerah 
Kabupaten Bogor dan Maluku.  
Melihat adanya permasalahan pada kegiatan pertambangan yang 
sifatnya tidak memiliki izin (illegal), penulis berpendapat hal itu disebabkan 
oleh pola tingkah masyarakat yang belum sadar hukum sehinggap kerap 
terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan. Hal 
lain yang mungkin berpengaruh terhadap adanya kegiatan pertambangan 
ilegal yang dilakukan oleh beberapa pihak diakibatkan lemahnya 
pengawasan oleh pihak terkait, serta kurangnya atau lemahnya kordinasi 
antar lembaga.  
                                                          
76 Hasil wawancara dengan pengusaha pertambangan rakyat tanggal 23 April 2014 Pukul 
10:00 
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Menanggapi adanya kegiatan penambangan ilegal yang dinilai dapat 
membahayakan kelestarian lingkungan, salah satu staf dari badan 
lingkungan hidup Kabupaten Barru menyatakan tindakan yang dinilai ilegal 
dan membahayakan lingkungan hidup maka tindakan yang dapat diambil 
yaitu berupa pengerahan aparat untuk melakukan penghentian paksa 
kegiatan tersebut. Hal ini pernah terjadi di kawasan dekat dengan hutan 
lindung di Kec. Tanete Riaja dan daerah sugai memilki infrastruktur 
jembatan di daerah Kec. Tanete Rilau.77 
Pendapat lain juga diutarakan masyarakat mengenai pertambangan 
ilegal, menurut warga pertambangan ilegal itu terjadi bukan hanya terjadi 
untuk urusan skala besar yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan 
ekonomi semata, melainkan hal itu terkadang dilakukan oleh warga untuk 
keperluan pribadi misalnya pengambilan batu sungai yang berada tidak jauh 
dari tempatnya bermukim dengan tujuan penghematan biaya dan 
masyarakat juga menganggap sungai milik bersama jadi dia merasa berhak 
mengambil manfaat darinya. Mengambil beberapa batu sungai juga 
dianggap tidak akan berpengaruh besar terhadap aspek lingkungan karena 
jumlah yang diambil kecil.78 
Berbeda dengan  masyarakat pesisir yang mengambil pasir di bibir 
pantai untuk keperluan pembangunan rumah. Masyarakat beralasan jumlah 
yang diambil untuk keperluannya tidak akan berdampak besar bagi 
                                                          
77 Hasil wawancara dengan staf Badan Lingkungan Hidup Kab. Barru Tanggal 10 April 2014 
Pukul 14:00 
78 Berdasarkan keterangan salah seorang warga Desa Nepo Pada tanggal 22 April 2014 
pukul 11:30 
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ekosistem laut karena keberadaan pasir dibibir pantai juga dipengaruhi 
pasang surut air laut sehingga kecil kemungkinan menimbulkan abrasi hal ini 
juga dipengaruhi karakter pantai yang berpasir tanpa bebatuan. Begitu juga 
dengan pengambilan pasir yang dilakukan dekat muara, masyarakat juga 
merasa berhak mengambil manfaat atas daerah pesisir. Warga menganggap 
hal ini juga tidak setiap saat dilakukan, bukan pula untuk kepentingan 
ekonomi dan tidak berkelanjutan juga tidak dalam jumlah yang besar.79 
Melihat fenomena tersebut penulis beranggapan bahwa hal ini kerap 
dilakukan masyarakat mungkin disebabkan ketidak tahuan terhadap 
peraturan daerah yang berlaku yang disebabkan kurangnya sosialisasi yang 
dilakukan pemerintah kepada masyarakat serta kurangnya pengarahan 
maupun pembinaan dari aparatur desa. Mengingat hal tesebut peningkatan 
kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan kesadaran 
terhadap lingkungan sangat diperlukan sebagai salah satu upaya 
pengendalian terhadap aktifitas–aktifitas yang dapat merugikan. 
3. Pemegang Izin Usaha Pertambangan 
 Sebelum terbentuknya KP3M wewenang penerbitan izin usaha 
pertambangan diberikan oleh Bupati Barru melalui SKPD yakni Dinas 
Pertambangan dan Energi. Adapun data tentang izin usaha pertambangan 
yang pernah dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dalam Tabel 
14  sebagai berikut. 
                                                          
79 Berdasarkan keterangan salah seorang warga Desa Cilellang Pada tanggal 27 April 2014 
pukul 16:00 
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Tabel 14 
Data Pemegang Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Barru 
NO. NAMA BADAN USAHA 
KLASIFIKASI 
TAMBANG/LUAS 
(HA) 
JENIS 
TAMBANG 
LOKASI TAMBANG 
1 SIRAJUDDIN IPR 
± 1 Ha 
PASIR 
SUNGAI 
S. LIPUKASI, MADDO 
DESA TELLUMPANUA 
KEC. TANETE RILAU 
KAB. BARRU 
2 PT. GLOBAL PRIMA 
MARMER 
OPERASI 
PRODUKSI 
± 50 Ha 
MARMER BULU BATU 
LAPPADARE DESA 
MATTIROWALIE  
KEC. TANETE RIAJA  
KAB. BARRU 
3 PT. CELEBES 
MARMERINDO 
OPERASI 
PRODUKSI 
± 16 Ha 
MARMER DOIDO  
DESA PATTAPPA 
KEC. PUJANANTING  
KAB. BARRU 
4 ZAENAL IPR 
± 1 Ha 
PASIR 
SUNGAI 
S. LIPUKASI, MADDO 
DESA TELLUMPANUA 
KEC. TANETE RILAU 
KAB. BARRU 
5 PT. SINAR AGUNG JAYA 
LESTARI 
OPERASI 
PRODUKSI 
± 1 Ha 
BATU PECAH JAMPUE/MAREPPANG 
DESA NEPO 
KEC. MALLUSETASI 
KAB. BARRU 
6 CV. JASA MULIA MANDIRI OPERASI 
PRODUKSI 
± 5 Ha 
PASIR DAN 
BATU SUNGAI 
S. LISU, DUSUN LISU 
DESA LOMPO TENGAH 
KEC. TANETE RIAJA 
KAB. BARRU 
7 CV. BUANA OPERASI 
PRODUKSI 
± 5 Ha 
PASIR DAN 
BATU SUNGAI 
S. JAMPUE/S. 
MAREPPANG 
DESA NEPO 
KEC. MALLUSETASI 
KAB. BARRU 
8 IDRIS IPR 
± 1 Ha 
PASIR DAN 
BATU SUNGAI 
S. LIPUKASI, DUSUN 
PARIA  
DESA LEMPANG 
KEC. TANETE RIAJA 
KAB. BARRU 
9 DJAMALUDDIN IPR 
± 1 Ha 
PASIR DAN 
BATU SUNGAI 
S. LIPUKASI, DUSUN 
PARIA  
DESA LEMPANG 
KEC. TANETE RIAJA 
KAB. BARRU 
10 DJUMARDIN IPR  
± 1 Ha 
PASIR DAN 
BATU SUNGAI 
S. LIPUKASI, DUSUN 
MADDO  
DESA TELLUMPANUA 
KEC. TANETE RILAU 
KAB. BARRU 
11 PT. BOSOWA PASIR BARA OPERASI 
PRODUKSI 
± 23 Ha 
TRAS TAKKAPALA DUSUN 
BUAKA 
DESA KUPA 
KEC. MALLUSETASI 
KAB. BARRU 
12 ILHAM IPR  
± 1 Ha 
PASIR DAN 
BATU SUNGAI 
S. LIPUKASI, DUSUN 
MADDO  
DESA TELLUMPANUA 
KEC. TANETE RILAU 
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KAB. BARRU 
13 CV. SURYA UTAMA EKSPLORASI 
± 100 Ha 
KROMIT LABAKA 
DESA BULO-BULO 
KEC. PUJANANTING 
KAB. BARRU 
14 CV. PUTRA HARAPAN EKSPLORASI  
± 2 Ha 
PASIR DAN 
BATU SUNGAI 
S. KAERENGE, DUSUN 
KAERENGE 
DESA PALAKKA 
KEC. BARRU 
KAB. BARRU 
15 ANDI ADAM SYUKUR EKSPLORASI 
± 5 Ha 
PASIR DAN 
BATU SUNGAI 
S. JAMPUE  
DS. MANUBA/DS. NEPO 
KEC. MALLUSETASI 
KAB. BARRU 
16 MUHAMMAD YUSUF IPR  
± 1 Ha 
TANAH 
TIMBUNAN 
LOMPENGEN, DUSUN 
LOMPENGEN 
DESA PAO-PAO  
KEC. TANETE RILAU 
KAB. BARRU 
17 PT. BOSOWA RESOURCES EKSPLORASI 
± 15 Ha 
PASIR 
KUARSA 
PADDO 
DESA LIBURENG 
KEC. TANETE RIAJA 
KAB. BARRU 
18 PT. BOSOWA RESOURCES EKSPLORASI  
± 20 Ha 
PASIR 
KUARSA 
TOKKENE 
DESA KUDING 
KEC. TANETE RIAJA 
KAB. BARRU 
19 SINAR FADLY EKSPLORASI 
± 2 Ha 
SIRTU S. SALOMONI, DSN 
SALOMONI 
DESA LIPUKASI  
KEC. TANETE RILAU  
KAB. BARRU 
20 CV. COPPO DECENG EKSPLORASI 
± 5 Ha 
TRAS JALANGNGE 
KEL. MALLAWA 
KEC. MALLUSETASI 
KAB. BARRU 
21 PT. RIOGI EKSPLORASI 
± 50 Ha 
MARMER DATAE 
DESA PATTAPPA 
KEC. PUJANANTING 
KAB. BARRU 
22 PT. RIOGI EKSPLORASI 
± 50 Ha 
MARMER DUSUN PACCIRO 
DESA 
LIBURENG/LOMPO 
RIAJA 
KEC. TANETE RIAJA 
KAB. BARRU 
23 CV. AKUM PRATAMA  OPERASI 
PRODUKSI 
± 4 Ha 
TRAS JALANGNGE 
KEL. MALLAWA 
KEC. MALLUSETASI 
KAB. BARRU 
24 CV. TEDUH BERSINAR OPERASI 
PRODUKSI 
± 2 Ha 
TRAS JALANGNGE 
KEL. MALLAWA 
KEC. MALLUSETASI 
KAB. BARRU 
25 CV. SURYA UTAMA OPERASI 
PRODUKSI 
± 100 Ha 
KROMIT LABAKA 
DESA BULOBULO 
KEC. PUJANANTING 
KAB. BARRU 
26 PT. MEGA TAMBANG 
SULAWESI 
EKSPLORASI 
± 3 Ha 
TRAS TAKKAPALA DUSUN 
BUAKA 
DESA KUPA  
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KEC. MALLUSETASI 
KAB. BARRU 
Sumber: Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Barru (Tahun 2014) 
Masa berlaku  izin usaha pertambangan dalam bidang pertambangan 
batuan, khususnya IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat 
diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. IUP Operasi 
Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu 
paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang  2 (dua) kali masing – 
masing 5 (lima) tahun. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) 
tahun dan dapat diperpanjang. 
 
IUP atau IPR berakhir karena: 
a. dikembalikan; Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan 
kembali IUP dan IPR dengan pernyataan tertulis kepada Bupati 
sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang 
jelas 
b. dicabut; IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati sesuai dengan 
kewenangannya apabila: tidak dipenuhinya kewajiban yang 
ditetapkan, melakukan tindak pidana menurut peraturan 
perundang-undangan dan dinyatakan pailit. 
c. habis masa berlakunya80 
 
 Melihat hal di atas maka peran dan tanggungjawab pemerintah  
Kabupaten Barru yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru 
Nomor 7 tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat kita 
kategorikan dalam 3 (tiga) hal yaitu berupa a) mengatur, b) mengawasi, c), 
menindak, sebagaimana dapat dijelaskan bahwa: 
a) Mengatur dalam artian pemerintah Kabupaten Barru berperan dalam 
pembentukan regulasi yang dibutuhkan di sektor pertambangan 
                                                          
80 Lihat Pasal 48-50 Perda Kab. Barru No. 7 tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara 
89 
 
berupa produk perundang-undagan yang dapat mengatur tata 
laksana, pengelolaan, perijinan maupun hal-hal lain yang yang 
dibutuhkan dalam menjamin terlaksananya kegiatan pertambangan 
sebagaimana mestinya. 
b) Mengawasi dalam artian pemerintah Kabupaten Barru memiliki peran 
dan tanggungjawab dalam menjamin terlaksananya kegiatan 
pertambangan agar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan 
yang berlaku, pengawasan dibidang kesehatan dan keselamatan 
kerja serta keselamatan di bidang operasi pertambangan. 
c) Menindak dalam hal ini berarti pemerintah Kabupaten Barru berhak 
dan dapat mengambil keputusan dalam pemberian sanksi berupa 
peringatan tertulis, pencabutan izin, maupun tindakan yang 
merupakan langka hukum yang berupa pemidanaan kepada pihak 
terkait akibat ketidakpatuhan atau tidak dipenuhinya sesuatu terhadap 
aturan-aturan yang berlaku yang dapat dikategorikan sebagai bentuk 
pelanggaran. 
 
D. Upaya Pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan oleh 
pemerintah dari adanya kegiatan pertambangan bahan galian 
batuan di Kabupaten Barru. 
Perubahan sikap dan cara pandang manusia terhadap alam yang 
cenderung merasa berkuasa yang disebabkan keberhasilan manusia dalam 
memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam untuk menciptakan 
perangkat-perangkat pemenuhan kebutuhan hidup yang lantas dianggap 
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sebagai bentuk pengendalian atas alam.81 Keberadaan sumber daya yang 
berlimpa memicu tingginya eksploitasi melalui aktifitas penambangan yang 
juga berdampak pada peningkatan resiko hilangnya keseimbangan pada 
alam yang memicu menurunnya daya dukung lingkungan. 
Pertambangan merupakan sebuah kegiatan oleh masyarakat umum 
dipandang sebagai suatu aktifitas yang dapat merusak lingkungan, hal ini 
dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan dinilai dapat merubah keadaan 
struktur suatu lingkungan yang berupa perubahan bentuk alam yang dinilai 
dapat menurunkan daya dukung lingkungan terhadap keberlangsungan 
mahluk hidup. 
Bertentangan dengan hal itu beberapa pihak menilai kegiatan 
pertambangan tak dapat dikatakan sebagai kegiatan yang merusak 
lingkungan jika pelaksanaan kegiatan pertambangan  sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah-
kaidah pertambangaan yang baik sehingga kegiatan pertambangan hanya 
dinilai sebagai suatu kegiatan yang merubah bentang alam yang merupakan 
sebuah proses yang wajar akibat pengambilan materi/bahan tambang. Hal 
ini berarti bahwa pertambangan dianggap sebagai suatu kegiatan yang 
peranannya sangat besar diberbagai sektor kehidupan dan keberadaannya 
sangat dibutuhkan bagi setiap daerah. 
Pertambangan merupakan kegiatan yang tak dilarang untuk dilakukan 
melainkan kegiatan yang dalam setiap pelaksanaannya wajib memenuhi 
                                                          
81 Sudjoko, dkk. 2009. Pendidikan Lindungan Hidup. Universitas Terbuka. Hlm. 7.3 
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syarat atau ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan 
sebagai wujud pencegahan terhadap akibat yang ditimbulkan kegiatan 
pertambangan. Jika kegiatan pertambangan telah diatur sedemikian rupa 
agar kegaiatan tersebut tidak memiliki dampak merugikan pada lingkungan, 
maka yang menjadi pertayaan mengapa masih banyak terjadi kegaiatan 
pertambangan yang dianggap merusak lingkungan. Salah satu faktor utama 
yang menyebabkan hal ini tak lain dipengaruhi oleh sifat atau moral dari para 
pelaku kegiatan pertambangan yang juga dipengaruhi lemahnya peran 
pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan. 
Lingkungan Hidup merupakan salah satu faktor penunjang kehidupan 
manusia maupun mahluk lainnya. Lingkungan hidup yang baik dan sehat 
merupakan hak setiap orang, oleh karena itu sangat penting menjaga 
ataupun memelihara lingkungan hidup termasuk mencegah dan 
menaggulangi perusakan lingkungan hidup. Untuk menjamin terciptanya 
kondisi tersebut maka diperlukan seperangkat aturan yang memungkinkan 
menjadi landasan hukum terhadap perlindungan lingkungan hidup akibat 
dari adanya aktifitas/kegiatan yang berpotensi menggannggu maupun 
merusak kelestarian lingkungan hidup itu sendiri yang salah satunya berupa 
pertambangan. 
 Upaya pemerintah Kabupaten Barru dalam Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup salah satunya berupa pembuatan peraturan 
daerah yang berbasis lingkungan, sebagaimana yang telah diamanatkan 
oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
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Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengisyaratkan setiap pembuatan 
peraturan perundang-undangan wajib memperhatikan perlindungan fungsi 
lingkungan hidup dan prinsip perlindungan serta pengelolaan lingkungan 
hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. 
Hal lain yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Barru dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru dalam upaya 
pengendalian dampak lingkungan akibat adanya kegiatan usaha 
pertambangan yakni mengalokasikan anggaran yang memadai untuk 
membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan 
program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. 
Bentuk pencegahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barru 
dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup yaitu dengan instrumen 
perizinan sebagaimana yang telah diatur Pasal 33 dan 41 Undang-Undang 
Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 
2012 tentang Izin Lingkungan serta Peraturan Daerah Kabupaten Barru 
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan. Izin lingkungan adalah izin 
yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin 
usaha dan/atau kegiatan. 
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 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-
UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan persyaratan 
untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Persyaratan keharusan 
memiliki dokumen amdal dan juga dokumen UKL-UPL bagi yang tidak wajib 
amdal juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga 
kelestarian lingkungan. 
Izin lingkungan secara teknis berada dalam pengawasan Badan 
Lingkungan Hidup Kab. Barru namun secara administrasi izin lingkungan 
diterbitkaan oleh Kantor Pelayanana Perizinan dan Penanaman Modal 
(KP3M) Kab. Barru. 
Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Barru dalam 
menjamin upaya perlindungan terhadap dampak pertambangan bahan 
galian batuan yaitu mendorong penanggung jawab pertambangan 
melakukan audit lingkungan bagi kegiatan yang dianggap berisiko tinggi 
terhadap lingkungan hidup atau kegiatan yang menunjukkan ketidak taatan 
terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. 
Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 memuat 
Strategi pengembangan potensi pertambangan82, terdiri dari:  
a.  Mengendalikan penambangan batuan di sungai maupun gunung 
agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan dan bahaya abrasi 
maupun longsor;  
b. Mengembangkan budidaya pertambangan yang berwawasan 
lingkungan; dan  
                                                          
82 Pasal 4 Ayat (7) PERDA Kab. Barru No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kab. Barru 2011-2031 
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c.  Mengembangkan sumber daya baru pengganti bahan galian yang 
tidak terbarukan.  
 
Keputusan Bupati Barru Nomor 173/KLH/II/2014 tentang Jenis usaha 
dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) 
serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup (SPPL) Huruf H angka romawi I (satu) Bidang Sumber 
Daya Energi dan Mineral (tabel 15): 
Tabel 15 
Jenis Usaha Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup(UKL-UPL) 
No. Jenis Usaha/kegiatan Satuan 
Skala/besaran 
UKL/UPL 
Skala 
SPPL 
I. Mineral dan Batubara    
1.  Kegiatan eksplorasi 
a. Mineral Logam 
b. Batubara 
 
Ha 
Ha 
 
≥ 5000 
≥ 5000 
 
 
≥ 5000 
≥ 5000 
 
2. Tahap Operasi Produksi 
a. Mineral dan Batubara 
1) Luas Perizinan 
2) Luas daerah terbuka 
untuk pertambangan 
b. Batubara/Gambut 
1) Kapasitas dan/atau 
2) Jumlah material 
penutup yang 
dipindahkan 
c. Mineral Logam 
1) Kapasitas bijih, 
dan/atau 
2) Jumlah material 
penutup yang akan 
dipindahkan 
d. Mineral bukan logam 
atau mineral batuan 
1) Kapasitas bijih, 
dan/atau 
2) Jumlah material 
penutup yang akan 
dipindahkan 
 
 
 
Ha 
Ha 
 
 
Ton/tahun 
Bank cubic 
meter 
(bcm)/tahun 
 
Ton/tahun 
 
Ton/tahun 
 
 
 
 
m3/tahun 
 
m3/tahun 
 
 
 
>3 s.d. <200 
>1,5 s.d. <50 
(kumulatif pertahun) 
 
 
>100.000 s.d. 
<1.000.000 
>400.000 s.d. 
<4.000.000 
 
 
>10.000 s.d. <300.000 
 
>100.000 s.d. 
<1.000.000 
 
 
 
 
>50.000 s.d. <500.000 
 
>200.000 s.d. 
 
 
        ≤ 3 
        ≤ 1,5 
 
 
 
≤ 100.000 
≤ 400.000 
 
 
 
≤ 10.000 
 
≤ 100.000 
 
 
 
 
≤ 50.000 
 
≤ 200.000 
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<1.000.000  
 
3. Kegiatan pengolahan 
pemurnian 
a. Mineral bukan logam 
b. Batuan 
c. Batubara 
 
 
m3/tahun 
m3/tahun 
Ton/tahun 
 
 
 
>50.000 s.d. <500.000 
>50.000 s.d. <500.000 
>100.000 s.d. 
<1.000.000 
 
 
≤ 50.000 
≤50.000 
≤ 100.000 
Sumber: Bagian hukum sekertariat daerah Kabupaten Barru (Tahun 2014) 
 
1. Perlindungan Terhadap Masyarakat 
Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan 
usaha pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat 
kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak mengajukan gugatan 
kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan 
yang menyalahi ketentuan.83 
 Kegiatan pertambangan merupakan sebuah kegiatan yang dianggap 
dapat mengancam keberlangsungan lingkungan hidup disebabkan aktifitas 
penambangan secara langsung ataupun dapat mengubah/mempengaruhi 
struktur maupun kondisi lingkungan hidup. 
Berdasarkan penuturan Indra Jaya kepala Desa Kupa, 
mengemukakan bahwa pertambangan kars yang ada di daerahnya bisa saja 
memiliki dampak bagi lingkungan maupun terhadap masyarakat yang 
bermukin di desa Kupa. Kepala Desa Kupa berpendapat bahwa masalah 
yang timbul bisa saja berupa bencana tanah longsor yang bisa sewaktu-
waktu terjadi, masalah ke dua yang mungkin timbul yaitu berkurangnya 
                                                          
83  Pasal 145 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara  
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pasokan air bersih bagi warga, hal ini disebabkan karena tempat 
dilakukannya penambangan kars berada di daerah pengunungan yang 
secara langsung berperan sebagai daerah resapan air hujan, mengingat 
pula wilayah pemukiman di daerah kupa berdekatan dengan wilayah laut 
sehingga pengunungan mempunyai peran penting dalam suplai air tawar di 
Desa Kupa.84 
Pemegang IUP dalam menjalankan kegiatannya wajib melindungi 
masyarakat dari dampak negatif yang terjadi akibat usaha pertambangan. 
Pemegang IUP wajib memeberikan ganti rugi yang layak kepada 
masyarakat akibat kesalahan dalam pegusahaan pertambangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.85 
Berdasarkan keterangan yang diberikan salah satu warga di Desa 
Kupa, mengenai dampak yang mungkin timbul akibat adanya kegiatan 
pertambangan, selain yang dipaparkan kepala desa kupa, masyarakat 
sekitar juga menerangkan dampak negatif dari adanya pertambangan kars di 
desa kupa yaitu debu yang terbawa oleh ban truk-truk besar sampai di jalan 
utama yang dapat beterbangan pada saat musim kemarau jika tertiup angin. 
Debu dan tanah yang terbawa oleh ban truk yang sampai pada jalan utama 
juga dapat membahayakan pada saat hujan karena dapat membuat jalanan 
menjadi licin sehingga membahayakan penggunna jalan yang melintasinya 
terutama kendaraan roda dua.86 
                                                          
84  Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kupa pada 29 April 2014, Pukul 09:00 Wita 
85 Pasal 83 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 7 Tahun 2012 tentang 
Pertambangan Mineral daan Batubara 
86  Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kupa pada 29 April 2014, Pukul 11:00 Wita   
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Melihat adanya kerugian yang ditimbulkan maka masyarakat memiliki 
hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif 
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat memiliki 
peran dalam melakukan pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, 
usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau 
laporan.87 
Berdasarkan keterangan Rusna salah satu warga yang pernah 
bekerja di area penambangan kars juga mengungkapkan bahwa 
keberadaan perusahaan tambang tersebut juga membawa manfaat ekonomi 
bagi masyarakat disebabkan terciptanya peluang kerja baik itu yang 
berhubungan langsung dengan perusahaan tambang maupun usaha-usaha 
yang sifatnya timbul karena kebutuhan para pekerja disekitar wilayah 
tambang. Pendapatan daerah yang diperoleh dari kegiatan pertambangan 
juga berperan dalam percepatan pembangunan desa.88 
Peran masyarakat dilakukan untuk a. meningkatkan kepedulian dalam 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, b. meningkatkan 
kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, c. Menumbuh 
kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, d. Menumbuh 
kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan 
                                                          
87 Pasal 70 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
88  Keterangan warga desa Cilellang Pada tanggal 26 April 2014 pukul 13:00 
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pengawasan sosial,  dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan 
kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.89 
 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dilapangan, penulis 
menyimpulkan kegiatan pertambangan memiliki dampak positif dan juga 
dampak negatif bagi lingkungan, dampak positifnya berupa: 
a. Peningkatan perekonomian bagi daerah dari hasil kegiatan 
pertambangan yang berupa pembayaran pajak, retribusi maupun 
setoran wajib dari perusahaan tambang. 
b. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar melalui 
pemberdayaan masyarakat lokal. 
c. Tersedianya akses baru berupa jalan yang dapat ikut serta 
dimanfaatkan masyarakat. 
d. Peningkatan sumber daya manusia dibidang ketenaga kerjaan sebagai 
bagian dari pembinaan masyarakat sekitar tambang. 
Adapun dampak negatif yang dirasakan warga akibat adanya 
kegiatan pertambanga yaitu berupa: 
a. Pencemaran lingkungan yang berupa pencemaran suara akibat suara 
mesin dan alat berat lainnya, pencemaran udara yang diakibatkan oleh 
debu yang terbawa oleh kendaraan pengangkut. 
b. Terancamnya pasokan air bersih bagi masyarakat sekitar tambang. 
c. bahaya tanah longsor yang sewaktu-waktu dapat terjadi. 
d. Bahaya banjir bah yang bisa saja terjadi. 
                                                          
89 Pasal 70 ayat 3  Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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e. Pendangkalan maupun perubahan terhadap daerah aliran sungai. 
f. Berkurangnya populasi tanaman yang berperan sebagai penyuplai 
oksigen. 
g. Rusaknya fasilitas umum seperti jalan raya akibat dilalui kendaraan 
angkut bertonase besar.  
Dampak negatif yang dirasakan masyarakat menjadi tanggung jawab 
pemegang IUP sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan 
Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 tahun 2012 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara yang menyatakan pemegang IUP wajib melindungi 
masyarakat dari dampak negatif yang terjadi akibat usaha pertambangan. 
2. Reklamasi dan Pasca Tambang 
Pemegang IUP Explorasi wajib melaksanakan reklamasi terhadap 
lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi. Sementara untuk IUP Operasi 
Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang pada lahan 
terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode 
penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah. Pemegang IUP 
eksplorasi dalam melakukan reklamasi wajib memenuhi prinsip: a) 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan dan b) 
keselamatan dan kesehatan kerja.90 
Menanggapi masalah tersebut menurut salah satu pengusaha 
pertambangan bahan galian batuan, kewajiban melakukan reklamasi 
                                                          
90  Pasal 61 dan 62 Perda Kab. Barru No. 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara 
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memang harus dilakukan, namun hal itu hanya dapat dilakukan setelah 
kegiatan pertambangan selesai, reklamasi yang dilakukan pada saat masih 
ada proses penambangan ditakutan rusak kembali akibat kegiatan yang 
berlangsung diisekitarnya.91 Namun jika pemegang IUP tidak melakukan 
reklamasi maka peran itu dapat digantikan oleh pemerintah dengan 
penunjukan pihak ke tiga menggunakan dana jaminan reklamasi. 
Tata laksana reklamasi dapat dilihat pada Pasal 63 Perda Kab. Barru 
No. 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai 
berikut: 
1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi 
wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen 
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. 
2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat 
dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi. 
3) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi 
kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana 
reklamasi dan rencana pascatambang kepada Bupati. 
4) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 diajukan bersamaan dengan pengajuan 
permohonan IUP Operasi Produksi. 
5) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan dokumen lingkungan 
hidup yang telah disetujui oleh instansi Daerah yang berwenang di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
 
 Pemegang IPR bersama dengan Pemerintah daerah melaksanakan 
reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan 
rencana pascatambang serta melakukan remediasi yakni upaya pemulihan 
                                                          
91 Hasil wawancara dengan pelaku usaha pertambangan pada tanggal  5 Mei 2014 pukul 
09:00 
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pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup 
serta melakukan restorasi sebagai upaya pemulihan untuk menjadikan 
lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana 
semula. 
Sanksi yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang melanggar 
ketentuan dalam Perda Kab. Barru No. 7 Tahun 2012 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara dapat diberikan sanksi berupa 
peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan 
eksplorasi atau operasi produksi dan/atau pancabutan Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). 
Sanksi yang bersifat pidana terdapat pada Pasal 85 Perda Kab. Barru 
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai 
berikut: 
(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP 
Eksplorasi dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan 
kegiatan operasi produksi dapat dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
(3) Setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat tanpa 
mendapat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) 
bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah), kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
102 
 
BAB V  
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian pada hasil penelitian maka penulis menyimpulkan 
beberapa hal, yaitu: 
1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yaitu menerbitkan Izin 
Usaha Pertambangan (IUP) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) yakni Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 
(KP3M). Pemerintah Kabupaten Barru juga melakukan fungsi 
pengawasan melalui penunjukkan inspektur tambang, serta 
melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan 
kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen. 
Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dibidang pengusahaan, 
teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam 
usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat. 
2. Pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan pemerintah 
Kabupaten Barru berupa penetepan kebijakan berbasis lingkungan 
salah satunya berupa keharusan memiliki izin lingkungan sebagai 
syarat untuk memperoleh izin usaha pertambangan. Pemerintah 
dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif aktifitas 
penambangan yakni membebankan tanggung jawab sepenuhnya bagi 
pemegang IUP terhadap dampak yang ditimbulkan baik sengaja 
maaupun tidak sengaja. Melakukan restorasi maupun reklamasi 
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sebagai salah satu upaya pemulihan kembali lingkungan hidup baik itu 
dilakukan pemegang IUP maupun pemerintah. 
 
B. Saran 
 
1. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif berupa 
pemberdayaan aparatur desa serta masyarakat dalam menjalankan 
fungsi pengawasan sosial dan berupaya melakukan peningkatan 
koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah guna meminimalkan 
kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada. 
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan 
daerah yang berlaku di Kabupaten Barru dalam upaya meningkatkan 
ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang ada. 
3. Perlu adanya publikasi terhadap setiap kegiatan yang dinilai dapat 
berdampak terhadap masyarakat, serta keterbukaan informasi 
sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat 
serta diberikan kemudahan untuk mendapatkan akses memperoleh 
informasi seputar kegiatan usaha pertambangan maupun kegiatan 
lainnya sehingga memudahkan masyakat dalam memantau kegiatan 
tersebut. 
4. Perlu dilakukan peningkatan dibidang teknologi informasi seperti 
pemanfaatan website sebagai penghubung masyarakat dengan 
pemerintah serta peningkatan dibidang pelayanan perizinan berupa 
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diberlakukannya mekanisme berbasis online sebagai bentuk 
kemudahan bagi masyarakat yang mengikuti tren perkembangan 
teknologi informasi. 
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LAMPIRAN 13 
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
1) Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan 
Eksplorasi1 
a. HAK 
1. Memasuki wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) sesuai dengan 
peta dan daftar koordinat; 
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, 
eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL atau UKL/UPL) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi di dalam 
WIUP; 
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu 
menghentikan kegiatan eksplorasi di setiap bagian atau beberapa 
bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan 
eksplorasi tersebut tidak layak atau tidak praktis secara komersial 
maupun karena keadaan kahar, keadaan yang yang menghalangi 
sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan 
usaha pertambangan; 
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan 
merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP; 
6. Mengajukan penyataan tidak berminat terhadap pengusahaan 
mineral lain yang bukan  merupakan asosiasi mineral utama yang 
diketemukan dalam WIUP; 
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan 
kegiatan IUP Eksplorasi, setelah memenuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan 
pengangkutan dan penjualan atas bahan galian yang tergali; dan  
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak 
melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian 
atau beberapa wilayah dalam WIUP. 
b. KEWAJIBAN 
1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri Barru; 
2. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi WIUP; 
3. Melaporkan rencana investasi; 
4. Menempatkan dana jaminan pelaksanaan kegiatan eksplorasi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
                                                          
1 Berdasarkan Keputusan Bupati Barru tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan 
(IUP) Eksplorasi 
5. Menyampaikan rencana kerja anggaran dan belanja (RKAB) 
selambat-lambatnya pada akhir tahun berjalan yang meliputi 
rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan 
kepada  Bupati Barru dengan tembusan kepada: Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral, dan Gubernur Sulawesi Selatan; 
6. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan 
takwin secara berkal kepada Bupati Barru dengan tembusan 
kepada: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Gubernur 
Sulawesi Selatan; 
7. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada butir 5 dan 6 tersebut terlampaui, 
maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan 
tertulis; 
8. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
9. Membayar iuran tetap eksplorasi dan kewajian lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
10. Menyusun AMDAL UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
11. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pascatambang 
berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
12. Menyusun dokumen Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Setempat; 
13. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung 
jawab atas kegiatan IUP ekplorasi, Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja Pertambangan serta Pengelolalaan lingkungan 
Pertambangan; 
14. Hubungan antara pemegang IUP Eksplorasi dengan pihak ketiga, 
menjadi tanggung jawab pemengan IUP Eksplorasi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 
15. Jika terjadi pertindihan WIUP dengan kawasan hutan atau 
kepentingan lahan lainnya, maka peemengang IUP Eksplorasi 
sebelum melaksanakan kegiatan di dalam wilayah tersebut harus 
terlebih dahulu menyelesaikannya sesuai dengan peraturan 
perundung-undangang yang berlaku; 
16. Permohonan peningkatan WIUP Eksplorasi untuk IUP Operasi 
Produksi harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum 
berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
17. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatakan 
IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha 
penambangan dihentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan sejak berakhirnya keputusan ini. Pemegang IUP Ekplorasi 
harus mengangkat ke luar segala sesuatu yang menjadi miliknya 
kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk 
kepentingan umum; 
18. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik; 
19. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia; 
20. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung 
sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
21. Memberikan fasilitas jalan atau fasilitas lainnya kepada pemegang 
izin usaha pertambangan lainnya dan masyarakat desa setempat 
apabila diperlukan; 
22. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan 
jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
23. Mengikut sertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di 
daerah tersebut; 
24. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal 
atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan jasa 
penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukaan; 
25. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan afiliasinya dalam bidang 
usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali 
dengan izin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 
26. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada 
Bupati Barru dengan tembusan keppada Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral, dan Gubernur Sulawesi Selatan; 
27. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan 
tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi; 
28. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Ekplorasi dan 
Pengembalian WIUP; 
29. Melaporkan bahan galian yang tergali pada satat pelaksanaan 
kegiatan IUP Eksplorasi; 
30. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa 
laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir kegiatan 
eksplorasi, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan 
pemetaan untuk seluruh WIUP, rencana pengolahan di dalam 
negeri; 
31. Melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
32. Sebelum melakukan kegiatan eksplorasi, pemegang IUP Eksplorasi 
harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Aparat Pemerintah 
Setempat; dan mengindahkan semua ketentuan dan petunjuk-
petunjuk yang diberikan oleh petugas/pejabat yang berwenang. 
 
 
2) Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi 
Produksi2 
a. HAK 
1. Memasuki wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) sesuai dengan 
peta dan daftar koordinat; 
2. Melaksanakan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, 
Pengolahan dan Pengangkutan Penjualan) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi di 
dalam maupun di luar WIUP; 
4. Dapat menghentikan sewaktu-waktu Kegiatan Operasi Produksi  di 
setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa 
kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi tersebut tidak layak 
atau tidak praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, 
keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian 
sebagian atau seluruh kegiatan; 
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan 
merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP; 
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan 
mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang 
diketemukan dalam wilayah WIUP; 
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan 
kegiatan IUP Operasi Produksi, setelah memenuhi ketentuan 
perundang-undangan; 
8. Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka 
penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik 
yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
9. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah 
mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan. 
b. KEWAJIBAN 
1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri Barru;  
2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, 
pemegan IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan 
menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi 
Produksi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 
Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati Barru; 
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak 
ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan; 
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4. Melaporkan rencana investasi; 
5. Menyampaikan rencana reklamasi; 
6. Menyampaikan rencana pasca tambang; 
7. Menetapkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang); 
8. Menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) 
selambat-lambtanya pada akhir tahun berjalan yang meliputi 
rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan 
kepada Bupati Barru dengan tembusan kepada: Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral, dan Gubernur Sulawesi Selatan; 
9. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan 
takwin secara berkala kepada  Bupati Barru dengan tembusan 
kepada: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Gubernur 
Sulawesi Selatan; 
10. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan Laporan 
Kegiatan Triwulan terlampaui maka kepada pemegang IUP Operasi 
Produksi akan diberikan peringatan tertulis; 
11. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 
12. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan 
Masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati Barru; 
13. Menyampaikan realisasi kegiatan tahun berjalan setiap tahun 
sebelum penyampaian RKAB kepada Bupati Barru; 
14. Mematuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
15. Membayar iuran tetap setiap tahun dan membayar royalti  serta 
kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
16. Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan 
operasi produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
17. Menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 6 bulan 
sebelum kegiatan produksi terakhir; 
18. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung 
jawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstuksi, Produksi, 
Pengolahan, dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan 
Pertambangan; 
19. Kegiatan Produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang 
sudah mencapai 70% yang direncanakan; 
20. Permohonan perpanjangan IUP untuk kegiatan produksi harus 
diajukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan 
disertai pemenuhan persyaratan; 
21. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan IUP 
Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha 
pertambangan dihentikan dalam jangka 6 (enam) bulan sejak 
berakhirnya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus 
mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali 
benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk 
kepentingan umum; 
22. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam 
butir 21, pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan, 
maka barang/asset pemegang IUP menjadi milik pemerintah. 
23. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan 
keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh pemerintah; 
24. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima 
apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan; 
25. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik; 
26. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntasi Indonesia; 
27. Jika terjadi pertindihan WIUP dengan kawasan hutan atau 
kepentingan lahan lainnya, maka pemegang IUP Operasi Produksi 
sebelum melaksanakan kegiatan di dalam wilayah tersebut harus 
terlebih dahulu menyelesikannya sesuaai dengan peraturan 
perundang-undangan; 
28. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat setempat secara berkala; 
29. Memberikan fasilitas jalan atau fasilitas lainnya kepada pemegang 
izin usaha pertambangan lainnya dan masyarakat desa setempat 
apabila diperlukan; 
30. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan 
jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
31. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari perusahaan lokal yang 
ada di daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 
32. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa 
pertambangan lokal dan nasional; 
33. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan afiliasi dalam bidang 
usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali 
dengan izin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 
34. Melaporkan data dan pelaksanaan pengunaan usaha jasa 
penunjang; 
35. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP 
Operasi Produksi kepada Bupati Barru dengan tembuasan kepada: 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Gubernur Sulawesi 
Selatan; 
36. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya 
menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran 
serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan 
perpanjangan IUP Operasi Produksi; 
37. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan 
tegakan yang terganggu akibat krgiatan IUP Operasi Produksi; 
38. Megutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undagan; 
39. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu pada harga 
pasar; 
40. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus 
mendapat persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 
41. Perusahaan wajib mengelola produksinya di dalam negeri; dan/atau 
42. Membangun sarana dan prasarana kegiatan IUP Operasi Produksi. 
 
 
3. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat3 
a. HAK 
1. Memasuki wilayah izin pertambangan rakyat (WPR) sesuai dengan 
peta dan daftar kordinat; 
2. Melaksanakan kegiatan IPR (konstruksi, produksi, pengelolaan, 
pengangkutan dan penjualan) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IPR di dalam maupun di 
luar WIPR; 
4. Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan produksi di setiap 
bagian atau beberapa bagian WIPR dengan alasan bahwa 
kelanjutan dari kegiatan IPR tersebut tidak layak atau tidak praktis 
secara komersial maaupun karena keadaan kahar, keadaan yang 
menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau 
seluruh kegiatan; 
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan 
merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam 
wilayah WIPR; 
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan 
mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang 
diketemuan dalam wilayah WIPR; 
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan 
kegiatan IPR, setelah memenuhi ketentuan peraturaan perundang-
undangan; 
8. Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka 
penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusaan lain baik 
yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 
9. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIPR lain setelah 
mendapat izin dari pemegang IPR yang bersangkutan. 
b. KEWAJIBAN 
1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri Barru; 
2. Memenuhi/mentaati semua peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan IPR; 
3. Sebelum melakukan kegiatan pertambangan, pemegang IPR harus 
terlebih dahulu memberitahukan kepada aparat pemerintah 
setempat.; 
4. Selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, 
pemegang IPR harus sudah melaksanakan dan menyamaikan 
laporan pematokan batas wilayah IPR kepada Bupati Barru; 
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5. Hubungan antara pemegang IPR dengan pihak ketiga menjadi 
tanggung jawab pemegang IPR sesuai denga ketentuan 
perundang-undangan; 
6. Menyapaikan dokumen UPL-UKL, dan studi kelayakan 
penambangan; 
7. Menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) 
selambat-lambatnya pada akhir tahun berjalan yang meliputi 
rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan 
kepada Bupati Barru; 
8. Menyamppaikan laporan kegiatan triwulanan yang harus 
diserahkan  dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir 
dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Barru; 
9. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
10. Menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati Barru; 
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
12. Membayar iuran tetap setiap tahun dan membayar royalty serta 
kewajiban lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
13. Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan 
produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
14. Menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 6 bulan 
sebelum kegiatan produksi berakhir; 
15. Mengangkat seorang kepala teknik tambang yang bertanggung 
jawab atas kegiatan IPR  (konstruksi, produksi, pengelolaan dan 
pengangkutan penjualan), keselamatan dan kesehatan kerja 
pertambangan serta pengelolaan lingkungan pertambangan; 
16. Permohonan perpanjangan IPR untuk kegiatan produksi harus 
diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin dengan 
disertai pemenuhan persyaratan; 
17. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan 
IPR berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan 
dihentikan dalam jangka 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya keputusan 
ini, pemegang IPR harus mengangkat keluar segala sesuatu yang 
menjadi miliknya kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang 
dipergunakan untuk kepentingan umum; 
18. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 
17, pemegang IPR tidak melaksanakan maka barang/asset 
pemegang IPR menjadi milik pemerintah; 
19. Pemegang IPR harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-
waktu apabila dikehendaki oleh pemerintah; 
20. Pemegang IPR membolehkan dan menerima apabila pemerintah 
sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan; 
21. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik; 
22. Jika terjadi pertindihan WIPR dengan kawasan hutan atau 
kepentingan lahan lainnya, maka pemegang IPR sebelum 
melaksanakan kegiatan di dalam wilayah tersebut harus terlebih 
dahulu menyelesaiakannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 
23. Melaporkan pelaksanaan pengembagan dan pemberdayaan 
masyarakat setempat secara berkala; 
24. Memberikan fasilitas jalan atau fasilitas lainnya kepada pemegang 
izin usaha pertambangan lainnya dan masyarakat desa setempat 
apabila diperlukan; 
25. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;    
26. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IPR 
kepada Bupati Barru; 
27. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya 
menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran 
serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan 
perpanjangan IPR; 
28. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan 
tegakan yang terganggu akibat kegiatan IPR; 
29. Membangun sarana dan prasarana IPR 
30. Mendirikan kantor lapangan pada atau dekat wilayah IPR dan 
memasang papan nama IPR dengan mencantumkan luas wilayah, 
nomor dan tanggal serta masa berlakunya; 
31. Melaporkan jumlah dan jenis peralatan yang digunakan kepada 
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru; 
32. Menyediakan semua peralatan dan perlengkapan alat pelindung 
diri serta fasilitas lainnya bagi pekerja tambang; 
33. Mempersiapkan buku tambang, buku kegiatan harian, daan buku 
produksi harian; 
34. Wajib mengindahkan semua kentuan dan petunjuk-petunjuk yang 
diberikan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) atau aparat 
pengawas lainnya; 
35. Membuat jalan tambang dari jalan raya ke lokasi yang akan 
ditambang dengan sistem satu arah lebar minimal 6 meter; 
36. Penggalian dilakukan secara bersambung, tidak terpisah-pisahkan 
satu sama lain; 
37. Tidak diperkenankan penggalian dipinggir tebing sungai dan 
meander (belokan) sungai bagian luar karena dapat menyebabkan 
longsoran tebing sungai; 
38. Tidak melakukan penggalian sampai kebatuan dasar sungai (bed 
rock); 
39. Setiap mobil angkut harus ditutup dengan kain terpal/kain plastik 
dan memperhatikan pemeliharaan jalan tambang utama maupun 
lainnya termasuk penyiraman pada musim kemarau; 
40. Penambangan hanya dapat dilakukan dalam WIPR sebagaimana 
tertera dalam peta wilayah; 
41. Melakukan kegiatan reklamasi pada lahan bekas tambang yang 
disesuaikan dengan kemajuan tambang dan rencana reklamasi; 
42. Melaporkan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) 
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)  kepada Kepala Dinas 
Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru secara berkala setiap 
3 (tiga) bulan; 
43. Bila kemudian ternyata kegiatan pertambangan terindikasi akan 
terjadi kerusakan lingkungan maka kegiatan harus dihentikan 
sambil menunggu hasil kajian selanjutnya oleh instansi yang 
berwenang. 
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR : 4 TAHUN 2012 
 
 
 
 
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU 
 
NOMOR 7 TAHUN 2012 
 
TENTANG 
 
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
BUPATI BARRU, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan 
pengelolaan bahan tambang yang merupakan 
kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan 
pengaturan sehingga cadangan yang tersedia dapat 
dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan 
berpedoman pada pembangunan daerah yang 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 
 
b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barru 
Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum 
sudah tidak sesuai lagi  sehingga dibutuhkan 
pengaturan kembali dibidang pertambangan yang 
dapat mengelola dan mengusahakan potensi bahan 
tambang secara mandiri, andal, transparan, berdaya 
saing, efesien dan berwawasan lingkungan, guna 
menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan; 
 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 
 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 
 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2013); 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 
 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara .Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 
 
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 
 
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4959); 
 
 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 ); 
 
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 
 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5111); 
 
15. Peraturan Pemerintah Nomor  55 Tahun 2010 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5142); 
 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang 
Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5172); 
 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3838); 
 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833); 
 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 
01); 
 
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru 
Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Barru Nomor 3); 
 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BARRU 
 
dan 
 
BUPATI BARRU 
 
MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN 
MINERAL DAN BATUBARA 
 
 
 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.  
4. Bupati adalah Bupati Barru. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD  adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten 
Barru. 
7. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas 
melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan pengujian dibidang 
pertambangan. 
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang 
Pertambangan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
9. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang 
Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan 
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
10. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau 
badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 
prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasarkan atas asas kekeluargaan. 
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam 
rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara 
yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 
konstruksi, penambangan, pengelahan dan pemurnian, pengangkutan 
dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. 
12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang 
memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau 
gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau 
padu. 
13. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonat yang terbentuk 
secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 
14. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang 
berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, 
serta air tanah. 
15. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang 
terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan 
aspal. 
16. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk 
mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. 
17. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha Pertambangan untuk 
memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, 
dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, 
serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. 
18. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha Pertambangan yang 
meliputi konstruksi penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk 
pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian, dampak 
lingkungan terkait dengan hasil studi kelayakan 
19. Studi Kelayakan adalah kegiatan usaha Pertambangan untuk 
memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk 
menentukan kelayakan usaha Pertambangan termasuk kelayakan 
teknis, administrasi, lingkungan dan keuangan. 
20. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan 
pengujian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk 
memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk 
mengembangkan prinsip-prinsip umum. 
21. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah 
yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat 
dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari 
tata ruang nasional. 
22. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya WUP adalah bagian dari 
WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi 
geologi 
23. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP 
adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP 
24. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah 
bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 
25. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan 
mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan 
umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca 
tambang. 
26. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin 
untuk melaksanakan usaha pertambangan. 
27. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan 
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. 
28. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai 
pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi 
produksi. 
29. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin 
untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan 
rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 
30. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, 
adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin 
usaha pertambangan khusus. 
31. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk 
meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk 
memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. 
32. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk 
memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang 
dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat 
penyerahan. 
33. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil 
pertambangan mineral atau batubara. 
34. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha 
pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas 
lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai 
peruntukannya. 
35. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan 
pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian 
dampak lingkungan. 
36. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk 
memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. 
37. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah 
kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau 
seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi 
lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh 
wilayah penambangan. 
38. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai 
dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 
pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan/atau usaha 
kegiatan. 
39. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan 
dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan 
akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 
40. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan 
komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting 
akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 
41. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak 
lingkungan (AMDAL). 
42. Lahan Bekas Tambang adalah lahan wilayah IUP yang telah dilakukan 
penambangan sampai pada batas kedalaman penggalian maksimal yang 
diperbolehkan. 
 
 
BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 
 
Pasal 2 
Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: 
a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; 
b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; 
c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; 
d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 
 
 
 
Pasal 3 
Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, 
tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah: 
a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha 
pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; 
b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; 
c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku 
dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; 
d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar 
lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; 
e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta 
menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; 
dan 
f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha 
pertambangan mineral dan batubara. 
 
 
BAB III 
KEWENANGAN PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA 
 
Pasal 4 
(1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan 
mineral dan batubara, antara lain, adalah: 
a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; 
b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik 
masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah 
kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; 
c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat 
dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang 
kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah 
laut sampai dengan 4 (empat) mil;  
d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi 
dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara; 
e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan 
batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah 
kabupaten/kota; 
f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah 
kabupaten/kota; 
g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam 
usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; 
h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan 
usaha pertambangan secara optimal; 
i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan 
penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan 
gubernur; 
j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta 
ekspor kepada Menteri dan gubernur; 
k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan 
pascatambang; dan 
l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota 
dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. 
(2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
 
BAB IV 
PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN PERTAMBANGAN 
 
Bagian Kesatu 
Penyelidikan dan Penelitian   
                                                                                                                             
Pasal 5 
(1) Pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian 
pertambangan dalam rangka penyiapan Wilayah Pertambangan.  
(2) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana maksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Bupati pada wilayah Kabupaten dan/atau Laut sampai 
dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.    
(3) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi, memuat: 
a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara; 
b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertarnbangan yang sedang 
berlangsung, telah berakhir, dan/atau telahdikembalikan kepada 
Bupati sesuai dengan kewenangannya; 
c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yangmasih 
berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yangsudah dikembalikan 
kepada Menteri, Gubernur, atau Bupatisesuai dengan 
kewenangannya; dan/atau 
d. interpretasi penginderaan jauh, baik berupa pola struktur maupun 
sebaran litologi. 
(4) Bupati dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan 
penyelidikan dan penelitian pertarnbangan kepada Menteri atau 
Gubernur. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan 
penelitian pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
Pasal 6 
(1) Data hasil penyelidikan dan penelitian dikumpulkan dan diolah sesuai 
dengan standard nasional pengolahan data geologi oleh Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelidikan dan penelitian 
pengembangan pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati. 
   
 
 
 
 
Bagian Kedua 
Pendidikan dan Pelatihan Pertambangan 
 
Pasal 7 
(1) Pemerintah Daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau 
memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang 
pengusahaan mineral danbatubara. 
(2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana maksud pada 
ayat (1)dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan 
masyarakat. 
(3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana maksud pada 
ayat (2) dananya dapat berasal dari APBN, APBD dan/atau pihak 
lainnya. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
 
BAB V 
WILAYAH PERTAMBANGAN  
 
Pasal 8 
(1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi 
penetapan kegiatan pertambangan. 
(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 
a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP); 
b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan 
c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN). 
 
 
BAB VI 
WILAYAH IZIN USAHA  PERTAMBANGAN  (WIUP) DAN  
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) 
 
Bagian Kesatu 
Wilayah Izin Usaha  Pertambangan(WIUP) 
 
Pasal 9 
Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP harus  memenuhi kriteria: 
a. letak geografis; 
b. kaidah konservasi; 
c. daya dukung lingkungan; 
d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan 
e. tingkat kepadatan penduduk. 
 
Pasal 10 
(1) Dalam hal WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan berada pada 
Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis 
pantai ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(2) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan permohonan dari Badan Usaha, Koperasi, atau 
perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 11 
Ketentuan mengenai pemberian WIUP diatur dalam Peraturan Bupati. 
 
 
Bagian Kedua 
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) 
 
Pasal 12 
(1) WPR ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(2) WPR ditetapkan dalam wilayah pertambangan dan berada diluar WUP 
dan WPN. 
(3) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan 
tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan 
sebagai WPR. 
 
Pasal 13 
(1) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP 
menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral, dan/atau peta 
potensi/cadangan mineral dan batubara.  
(2) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR olehBupatisetelah 
berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 
(3) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur. 
 
Pasal 14 
Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut: 
a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai 
dan/atau diantara tepi dan tepi sungai; 
b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman 
maksimal 25 (dua puluh lima) meter; 
c. endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba; 
d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) 
hektar; 
e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau 
f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah 
dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. 
 
Pasal 15 
(1) Bupati menetapkan batas wilayah pertambangan rakyat yang dapat 
ditambang maupun tertutup bagi kegiatan usaha pertambangan. 
(2) Berdasarkan pertimbangan tertentu Bupati dapat menutup sebagian 
atau seluruh wilayah pertambangan yang sedang diusahakan. 
(3) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 
wilayah/tempat yang dianggap suci, bangunan sejarah, tempat fasilitas 
umum, hutan lindung dan pertimbangan lain sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
BAB VII 
PENGGOLONGAN BAHAN GALIAN DAN PERIZINAN  
 
Bagian Pertama 
Penggolongan Bahan Galian 
 
Pasal 16 
(1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara 
ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan 
penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam 
negeri. 
(2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang: 
a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan 
bahan galian radioaktif lainnya; 
b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, 
kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, 
platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, 
barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, 
galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, 
zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, 
cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, 
aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, 
selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin; 
c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir 
kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, 
asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, 
zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, 
pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam 
batu, clay, dan batu gamping untuk semen; 
d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah 
diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, 
gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu 
apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu 
terkersikan, garnet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry 
besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil 
sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir 
alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah 
setempat, tanahmerah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan 
pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur 
mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi 
ekonomi pertambangan; dan 
e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan 
gambut 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Kedua 
Izin Usaha Pertambangan (IUP) 
 
Pasal 17 
(1) IUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada dalam 1 (satu) wilayah 
Kabupaten. 
(2) IUP diberikan kepada : 
a. Badan Usaha; 
b. Koperasi; dan/atau 
c. Perseorangan. 
(3) IUP terdiri atas dua tahap : 
a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan 
studi kelayakan; dan 
b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, 
pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. 
(4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk 1(satu) jenis 
mineral atau batubara. 
(5) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat 
melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3). 
 
Pasal 18 
(1) Badan Usaha, Koperasi dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi 
persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, 
dan persyaratan financial. 
(2) Ketentuan mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis, 
persyaratan lingkungan, dan persyaratan financial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
Pasal 19 
(1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17  ayat (3) huruf a 
memuat sekurang-kurangnya : 
a. nama perusahaan; 
b. lokasi dan luas wilayah; 
c. rencana umum tata ruang; 
d. jaminan kesungguhan; 
e. modal investasi; 
f. perpanjangan waktu tahap kegiatan; 
g. hak dan kewajiban pemegang IUP; 
h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan; 
i. jenis usaha yang diberikan; 
j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar 
wilayah pertambangan; 
k. perpajakan; 
l. penyelesaian perselisihan; 
m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan 
n. dokumen lingkungan 
(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) 
huruf b memuat sekurang-kurangnya: 
a. nama perusahaan; 
b. luas wilayah; 
c. lokasi penambangan; 
d. lokasi pengolahan dan pemurnian; 
e. pengangkutan dan penjualan; 
f. modal investasi; 
g. jangka waktu berlakunya IUP; 
h. jangka waktu tahap kegiatan; 
i. penyelesaian masalah pertanahan; 
j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang; 
k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang 
l. perpanjangan IUP; 
m. hak dan kewajiban pemegang IUP; 
n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar 
wilayah pertambangan; 
o. perpajakan; 
p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan 
iuran produksi; 
q. penyelesaian perselisihan; 
r. keselamatan dan kesehatan kerja; 
s. konservasi mineral atau batubara; 
t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri; 
u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang 
baik; 
v. pengembangan tenaga kerja Indonesia; 
w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan 
x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan 
mineral atau batubara. 
(3) Bentuk dan format IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 
 
 
Bagian Ketiga 
IUP Eksplorasi 
 
Pasal 20 
(1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan 
dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun. 
(2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat 
diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral 
bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling 
lama 7 (tujuh) tahun. 
(3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. 
(4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam 
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun. 
 
Pasal 21 
IUP Eksplorasi diberikan oleh Bupati untuk WIUP yang berada dalam 1 
(satu) wilayah Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil 
dari garis pantai. 
Pasal 22 
(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang 
IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali 
wajib melaporkan kepada Bupati. 
(2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara 
untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. 
(3) Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh  
Bupati sesuai dengan kewenangannya. 
 
Bagian Keempat 
IUP Operasi Produksi 
 
Pasal 23 
(1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi 
Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. 
(2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, 
atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau 
batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. 
(3) Mineral atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikenai iuran produksi. 
 
Pasal 24 
(1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat 
diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan 
dapat diperpanjang 2 ( dua ) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. 
(2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat 
diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan 
dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. 
(3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis 
tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) 
tahun. 
(4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan 
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 
2 (dua) kali masing – masing 5 (lima) tahun. 
(5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan 
dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat 
diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. 
       
Pasal 25 
Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan 
pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, 
kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/ataupengolahan dan pemurnian 
dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki: 
a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; 
b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; 
dan/atau 
c. IUP Operasi Produksi. 
 
 
Pasal 26 
(1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
huruf a diberikan oleh: 
a.  Menteri apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan 
lintas provinsi dan negara; 
b.  gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan 
lintas kabupaten/kota; atau 
c.  bupati/walikota apabila kegiatan pengangkutan danpenjualan dalam 
1 (satu) kabupaten/kota. 
(2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
huruf b diberikan oleh: 
a.  Menteri, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 
provinsi lain dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian 
berada pada lintas provinsi; 
b.  Gubernur, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 
beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu)provinsi dan/atau lokasi 
kegiatan pengolahan danpemurnian berada pada lintas 
kabupaten/kota; atau 
c.  Bupati/walikota, apabila komoditas tambang yang akan diolah 
berasal dari 1 (satu) kabupaten/kota dan/ataulokasi kegiatan 
pengolahan dan pemurnian berada pada 1(satu) kabupaten/kota. 
(3) Dalam hal komoditas tambang yang akan diolah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berasal dari impor, IUP Operasi Produksi khusus untuk 
pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Menteri. 
 
Bagian Kelima 
Izin Pertambangan Rakyat 
 
Pasal   27 
(1)  IPR diberikan oleh Bupati, kepada: 
a.  perseorangan; 
b.  kelompok masyarakat; dan /atau; 
c.  koperasi. 
(2) Untuk memperoleh IPR sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pemohon 
wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati. 
(3) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikelompokkan sebagai berikut : 
a.  pertambangan mineral logam; 
b. pertambangan mineral bukan logam; 
c.  pertambangan batuan; dan/atau 
d.  pertambangan batubara. 
(4) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a.  kedalaman sumur dan terowongan paling dalam 25 meter; 
b. dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau 
permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 horse power; dan 
c.  dilarang menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak. 
 
Pasal 28 
(1) Dalam ketentuan IPR luas wilayah dapat ditentukan sebagai berikut: 
a. Perorangan paling banyak 1 (satu) hektar; 
b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau 
c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar. 
(2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanjang. 
 
Pasal 29 
Tata cara untuk mendapatkan IPR diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
 
BAB VIII 
HAK DAN KEWAJIBAN 
 
Bagian Pertama 
Hak Pemegang IUP 
 
Pasal 30 
Pemegang IUP berhak : 
a. melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik 
kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi; 
b. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan 
pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku; 
c. mendapat pembinaan, pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan 
kerja, lingkungan, teknik pertambangan dan manajemen dari Pemerintah 
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
dan 
d. pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral  
ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi 
iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif. 
 
Bagian Kedua 
Kewajiban Pemegang IUP 
 
Pasal 31 
Setiap pemegang IUP wajib : 
a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; 
b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi indonesia; 
c. memenuhi  segala sesuatu  yang berkaitan    dengan  pembiayaan (pajak, 
retribusi, iuran) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
d. menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kegiatan 
setiap 3 (tiga) bulan  yang tata cara dan bentuknya ditetapkan lebih 
lanjut oleh Bupati; 
e. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara; 
f. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; 
g. memenuhi batas toleransi daya dukung lingkungan; 
h. menjamin penerapan standard dan baku mutu lingkungan sesuai 
dengan karakteristik suatu Daerah; 
i. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang 
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan 
j. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa 
dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 32 
(1) Pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana 
pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi 
Produksi. 
(2) Pemegang IUP menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan 
pasca tambang.  
(3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan 
pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). 
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan apabila 
pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai 
dengan rencana yang telah disetujui. 
 
Pasal 33 
Ketentuan lebih lanjut rnengenai reklamasi dan pascatambang serta dana 
jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
 Pasal 34 
Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral 
dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan 
pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara. 
 
Pasal 35 
Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan 
pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. 
 
Pasal 36 
Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
Pasal 37 
(1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas 
rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral 
dan batubara kepada Bupati. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara 
penyampaian laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
 
Pasal 38 
(1) Pemegang IUP bertanggung jawab terhadap segala kerusakan   yang 
diakibatkan dari usaha pertambangan baik dalam lingkup Wilayah 
UsahaPertambangannya maupun di luar, baik dilakukan disengaja 
maupun tidak. 
(2) Kerugian yang diakibatkan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang IUP 
dibebankan kepada pemegang IUP. 
 
Bagian Ketiga 
Hak Pemegang IPR 
 
Pasal 39 
Pemegang IPR berhak: 
a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang  keselamatan dan 
kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari 
Pemerintahdan/ atau Pemerintah Daerah; dan 
b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pasal 40 
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dibidang pengusahaan, 
teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha 
meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat. 
(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis 
pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:  
a.  keselamatan dan kesehatan kerja;  
b.  pengelolaan lingkungan hidup; dan 
c.  pasca tambang. 
 
Pasal 41 
(1) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 40 ayat (2), Pemerintah Daerah mengangkat pejabat fungsional 
inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(2) PemerintahDaerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan 
usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan 
melaporkannya secara berkala kepada Menteri yang membidangi Energi 
dan Sumber Daya Mineral dan kepada Gubernur. 
 
Bagian Keempat 
Kewajiban Pemegang IPR 
 
Pasal 42 
Pemegang IPR wajib: 
a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
IPR diterbitkan; 
b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan 
kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi 
standar yangberlaku; 
c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah; 
d. membayar pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan 
rakyat secara berkala kepada pemberi IPR. 
 
Pasal 43 
(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 pemegang IPR 
dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib menaati 
ketentuan persyaratan teknis pertambangan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknispertambangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
Pasal 44 
(1) Pemegang IPR bertanggung jawab terhadap segala kerusakan   yang 
diakibatkan dari usaha pertambangan baik dalam lingkup wilayah Kuasa 
Pertambangannya maupun di luar, baik dilakukan disengaja maupun 
tidak. 
(2) Kerugian yang diakibatkan pemegang IPR dibebankan kepada pemegang 
IPR. 
 
 
BAB IX 
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN 
 
Pasal 45 
(1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan 
kepada pemegang IUP dan IPR apabila terjadi : 
a. keadaan kahar; 
b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian 
sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;atau 
c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat 
menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral 
dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya. 
(2) Penghentian sementarakegiatan usaha pertambangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IPR. 
(3) Permohonan penghentian sementara kegatan usaha pertambangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan 
kepada Bupati. 
(4) Penghentian sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf 
(c) dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan 
permohonan masyarakat kepada Bupati. 
(5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan 
tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak menerima permohonan tersebut. 
 
Pasal 46 
(1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau 
keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 
(1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling 
banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun. 
(2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara 
berakhir pemegang IUP atau IPR sudah siap melakukan kegiatan 
operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati sesuai 
dengan kewenangannya. 
(3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian 
sementara setelah menerima laporan sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (2). 
 
Pasal 47 
(1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan 
karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) 
huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tidak 
berlaku. 
(2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan 
karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, kewajiban 
pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku. 
(3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan 
karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap 
Pemerintah Daerah tetap berlaku. 
 
 
BAB X 
BERAKHIRNYA IUP DAN IPR 
 
Pasal 48 
IUP atau IPR berakhir karena: 
a. dikembalikan; 
b. dicabut; atau 
c. habis masa berlakunya 
 
Pasal 49 
(1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP dan IPR dengan 
pernyataan tertulis kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dan 
disertai dengan alasan yang jelas. 
(2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati sesuai dengan 
kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya. 
 
Pasal 50 
IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya 
apabila: 
a. pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan 
dalam IUP atau IPR serta ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 
b. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; atau 
c. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit. 
Pasal 51 
Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP atau IPR telah habis 
dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap 
kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, 
maka IUP atau IPR tersebut berakhir. 
 
Pasal 52 
(1) Pemegang IUP atau IPR berakhir karena alasan sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51, wajib 
memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(2) Kewajiban pemegang IUP atau IPR sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari 
Bupati sesuai dengan kewenangannya. 
 
Pasal 53 
(1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa 
berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikembalikan kepada 
Bupati sesuai dengan kewenangannya. 
(2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
ditawarkan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan melalui 
mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 
(3) WPR yang IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diajukan permohonan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau 
Koperasi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 
Daerah ini. 
 
Pasal 54 
Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan 
seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi 
kepada Bupati. 
 
BAB XI 
PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN  
USAHA PERTAMBANGAN  
 
Pasal 55 
(1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan 
bumi. 
(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat 
yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(2) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari instansi 
Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 56 
Pemegang IUP dan/atau IPR hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah 
mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah. 
 
Pasal 57 
(1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib 
menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pemegang IUP Operasi produksi atau IPR wajib memberikan kompensasi 
berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah. 
(3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh 
pemegang IUP. 
 
 
Pasal 58 
Pemegang IUP atau IPR yang telah menyelesaikan terhadap bidang-bidang 
tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pasal 59 
Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. 
 
BAB XII 
KOMODITAS TAMBANG LAIN DALAM WIUP 
 
Pasal 60 
(1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang 
bukan asosiasi mineral yang diiberikan dalam IUP, maka harus 
diterbitkan IUP tersendiri. 
(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memperoleh prioritas dalam mengusahakan 
komunitas tambang lainya yang ditemukan. 
(3) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru. 
(4) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak 
berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain 
dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah. 
(5) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan 
wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi 
dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama 
untuk membicarakan hal-hal yang dipandang perlu dalam pengelolaan 
usahanya. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP baru sesuai 
komoditas tambang lain sebagimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 
(4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 
 
 
BAB XIII 
REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG  
 
Bagian Kesatu 
Umum 
 
Pasal 61 
(1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi. 
(2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan 
pascatambang. 
(3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi. 
(4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan 
dengan sistem dan metode: 
a.  penambangan terbuka; dan 
b.  penambangan bawah tanah. 
Pasal 62 
(1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi  wajib memenuhi 
prinsip: 
a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan 
b.  keselamatan dan kesehatan kerja. 
(2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi 
Produksi dan IPR wajib memenuhi prinsip: 
a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; 
b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan 
c. konservasi mineral dan batubara. 
 
Bagian Kedua 
Tata Laksana Reklamasi  
 
Pasal 63 
(1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib 
menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
(2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimuat dalam 
rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi. 
(3) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi 
kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana 
reklamasi dan rencanapascatambang kepada Bupati. 
(4) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP 
Operasi Produksi. 
(5) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang 
telah disetujui oleh instansi Daerah yang berwenang di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
 
Pasal 64 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pelaporan rencana 
reklamasi diatur dengan Peraturan  Bupati 
 
 
Bagian Ketiga 
Rencana  Pascatambang 
 
Pasal 65 
(1) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) 
memuat: 
a. profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan 
dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dankegiatan usaha 
lain di sekitar tambang; 
b. deskripsi kegiatan pertarnbangan, meliputi keadaan cadangan awal, 
sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta 
fasilitas penunjang; 
25 
 
c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan 
cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan 
air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial; dan 
d. program pascatambang. 
(2) Program pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) 
meliputi : 
a. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas 
tambang; 
b. pemeliharaan hasil reklamasi; pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat; dan  pemantauan. 
c. organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang; 
d. kriteria keberhasilan pascatambang; dan 
e. rencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak 
langsung. 
 
Pasal 66 
Pemegang IUP Eksplorasi dalam menyusun rencana pascatambang harus 
berkonsultasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru, 
dan/atau instansi terkait lainnya. 
 
Pasal 67 
Rencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) disusun dalam: 
a. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan 
Lingkungan (RPL) bagi usaha / kegiatan yang wajib AMDAL; atau 
b. UKL / UPL bagi usaha / kegiatan yang tidak wajib AMDAL. 
 
Pasal 68 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana dan kriteria 
keberhasilan pascatambang diatur dengan Peraturan Bupati 
 
 
Bagian Keempat 
Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang 
 
Pasal 69 
(1) Pemegang IUP wajib menyediakan: 
a. jaminan reklamasi; dan 
b. jaminan pascatambang. 
(2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
atas: 
a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan 
b. jaminan reklamasi Operasi Produksi 
 
Pasal 70 
Jaminan reklamasi  dan jaminan pasca tambang sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 69 ayat (1), dapat berupa: 
a. rekening bersama pada bank pemerintah; 
b. deposito berjangka pada bank pemerintah; 
c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau 
d. cadangan akuntansi. 
 
Pasal 71 
Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan reklamasi dan jaminan pasca 
tambang diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
Bagian Kelima 
Reklamasi dan PascaTambang Bagi Pemegang IPR 
 
Pasal 72 
(1) Pemerintah Daerah sebelum menerbitkan IPR pada wilayah 
pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana 
pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat. 
(2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang 
telah disetujui oleh instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangandi bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkunganhidup. 
(3) Biaya yang timbul dalam penyusunan rencana reklamasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menjadi beban anggaran daerah/kabupaten. 
 
Pasal 73 
Pemegang IPR bersama dengan Pemerintah daerah melaksanakan reklamasi 
dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana 
pascatambang sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1). 
 
Pasal 74 
Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang pada wilayah 
pertambangan rakyat diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
 
BAB XIV 
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
 
Bagian Kesatu 
Pembinaan 
 
Pasal 75 
Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha 
pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK. 
 
Pasal 76 
Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terdiri atas: 
a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha 
pertambangan; 
b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; 
c. pendidikan dan pelatihan; dan 
b. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi 
pelaksanaanpenyelenggaraan usaha pertambangan dibidang mineral dan 
batubara. 
 
 
Pasal 77 
Bupati dapat melimpahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi 
Kabupaten Barru  untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan 
pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, 
IPR, atau IUPK. 
 
Bagian Kedua 
Pengawasan 
 
Pasal 78 
Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan kegiatan usaha pertarnbangan yang dilakukan oleh pemegang 
IUP, IPR, atau IUPK. 
 
Pasal 79 
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan terhadap: 
a. teknis pertambangan; 
b. pemasaran; 
c. keuangan; 
d. pengelolaan data mineral dan batubara; 
e. konservasi sumber daya mineral dan batubara; 
f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; 
g,  keselamatan operasi pertambangan; 
h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; 
i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan  rekayasa serta 
rancang bangun dalam negeri; 
j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; 
k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; 
l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan; 
m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut 
kepentingan umum; 
n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan 
o. jumlah, jenis, dan mutuhasil usaha pertambangan. 
 
Pasal 80 
Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh inspektur tambang dan/atau 
pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. 
 
Bagian Ketiga 
Perlindungan Masyarakat 
 
Pasal 81 
(1) Pemegang IUP wajib melindungi masyarakat dari dampak negatif yang 
terjadi akibat usaha pertambangan. 
(2) Pemegang IUP wajib memberikan ganti rugi yang layak kepada 
masyarakat akibat kesalahan dalam pengusahaan pertambangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Apabila terjadi  sengketa akibat timbulnya dampak dan kesalahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dan ayat (2), maka 
penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. 
(4) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
menghasilkan mufakat, maka penyelesaiannya dapat ditempuh dengan 
mengajukan gugatan melalui pengadilan. 
(5) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan masyarakat diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Bupati. 
 
Pasal 82 
(1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan pengembangan  dan 
pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial 
perusahaan. 
(2) Upaya pengembangan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diprioritaskan kepada masyarakat yang berada disekitar lokasi 
kegiatan operasional penambangan. 
(3) Tata cara pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Bupati. 
 
 
BAB XV 
SANKSI ADMINISTRASI 
 
Pasal 83 
(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi 
administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini 
(2) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini dapat diberikan sanksi berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi 
atau operasi produksi; dan/atau; 
c. pencabutanIUP atau IPR. 
(3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
 
BAB XVI 
PENYIDIKAN 
 
Pasal 84 
(1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Di samping penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khususnya sebagai Penyidik Tindak Pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 
berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha 
pertambangan; 
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang, badan usaha atau koperasi 
yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha 
pertambangan; 
c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk 
didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara 
tindak pidana kegiatan usaha pertambangan; 
d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk 
melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; 
e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha 
pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga 
digunakan untuk melakukan tindak pidana; 
f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang 
digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; 
g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang 
diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak 
pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau 
h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan 
usaha pertambangan.  
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada 
Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai 
ketentuan yang diatur dalam Udang-Undang Hukum Acara Pidana yang 
berlaku. 
 
 
BAB XVII 
KETENTUAN PIDANA 
 
Pasal 85 
(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP Eksplorasi 
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 
denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
(2) Setiap orang yangmempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan 
operasi produksi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah). 
(3) Setiap orang yang  melakukan kegiatan pertambangan Rakyat tanpa 
mendapat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 diancam pidana kurungan palang lama 6 (enam) bulan atau 
denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali 
ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
 
BAB XVIII 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 86 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 
1. Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah, dan Surat Izin 
Pertambangan Rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah masih 
berlaku ini sampai jangka waktu berakhirnya izin serta wajib 
disesuaikan menjadi IUP atau IPR; 
2. Keputusan Bupati yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 
2002 tentang Pertambangan Umum Daerah dinyatakan masih berlaku 
sampai jangka waktu yang ditentukan dalam Keputusan Bupati dan 
Peraturan Bupati tersebut. 
 
BAB XIX 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 87 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
Pasal 88 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barru 
Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barru Tahun 2002 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
 
Pasal 89 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Barru. 
 
Ditetapkan di Barru 
pada tanggal 30 Juli 2014 
 
BUPATI BARRU, 
 
   ttd 
 
 
ANDI IDRIS SYUKUR 
Diundangkan di Barru 
pada tanggal 30 Juli 2014 
 
SEKERTARIS DAERAH, 
 
 
    tttd 
 
NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2012 NOMOR 7. 
 
 
 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU 
NOMOR 7  TAHUN 2011 
 
TENTANG 
 
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 
 
 
I. UMUM 
 
Potensi pertambangan di Kabupaten Barru mempunyai peranan 
yang penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang 
pembangunan daerah maupun nasional.Pemanfaatan potensi tersebut 
dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar 
dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapak terkendali sehingga 
kemampuan daya dukung lingkungan tetap terpelihara.Pengelolaan 
pertambangan di Kabupaten Barru dilakukan melalui upaya penelitian, 
pengaturan, perizinan, pembinaan usaha, pengendalian dan 
pengawasan. Pengelolaan pertambangan harus tetap menjaga fungsi 
lingkungan hidup sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi guna 
memenuhi kebutuhan industri manufacture dan konstruksi. 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara, maka daerah diberi kewenangan 
untuk mengelola sumber daya mineral dan batubara yang tersedia di 
wilayahnya termasuk pengawasan dan pengendalian. Sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk itu pengelolaan 
pertambangan dilakukan daerah sesuai kewenangannya. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
 Cukup jelas 
Pasal 2 
 Cukup jelas 
Pasal 3 
 Cukup jelas 
Pasal 4 
 Cukup jelas 
Pasal 5 
 Cukup jelas 
Pasal 6 
 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah pejabat 
yang diberi tugas dan wewenang oleh Bupati untuk memimpin 
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 7 
 Cukup jelas 
Pasal 8 
 Cukup jelas 
Pasal 9 
 Cukup jelas 
Pasal 10 
 Cukup jelas 
Pasal 11 
 Cukup jelas 
Pasal 12 
 Cukup jelas 
Pasal 13 
 Cukup jelas 
Pasal 14 
 Huruf (a)  
 Yang dimaksud dengan "tepi dan tepi sungai" adalah daerah 
akumulasi pengayaan mineral sekunder (pay streak) dalam 
suatu meander sungai. 
 Huruf (b)  
  Cukup jelas 
 Huruf (c)  
  Cukup jelas 
 Huruf (d)  
  Cukup jelas 
 Huruf (e)  
  Cukup jelas 
 Huruf (f)  
  Cukup jelas 
Pasal 15 
 Cukup jelas 
Pasal 16 
 Cukup jelas 
Pasal 17 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Huruf a 
 Badan Usaha dalam ketentuan ini meliputi juga Badan 
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. 
 Huruf (b) 
  Cukup jelas 
 Huruf (c) 
   Cukup jelas 
 Ayat (3)  
   Cukup jelas 
          Ayat (4) 
   Cukup jelas 
 Ayat (5) 
   Cukup jelas 
 
 Pasal 18 
  Cukup jelas  
 Pasal 19  
  Ayat (1)  
   Huruf a 
    Cukup jelas  
   Huruf b 
    Cukup jelas  
   Huruf c 
    Cukup jelas  
   Huruf d 
    Jaminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk biaya 
pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi. 
   Huruf e 
    Cukup jelas  
   Huruf f 
    Cukup jelas  
   Huruf g 
    Cukup jelas 
   Huruf h 
    Cukup jelas 
   Huruf i 
    Cukup jelas  
   Huruf j 
    Cukup jelas 
   Huruf k 
    Cukup jelas 
   Huruf l 
Cukup jelas  
   Huruf m 
    Cukup jelas 
   Huruf n 
    Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
  Ayat (3) 
   Cukup jelas 
 Pasal 20 
  Ayat (1) 
   Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 
(satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 
2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi 
kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 
(satu) tahun. 
  Ayat (2) 
   Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 
(satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 
(satu) tahun. Yang dimaksud dengan mineral bukan logam 
jenis tertentu adalah antara lain batugamping untuk industri 
semen, intan, dan batu mulia. Jangka waktu 7 (tujuh) tahun 
meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) 
tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun. 
  Ayat (3) 
   Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 
(satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 
(satu) tahun. 
  Ayat (4) 
   Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 
(satu) tahun, eksplorasi  2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 
2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi 
kelayakan 2 (dua) tahun. 
 Pasal 21 
  Cukup jelas 
 Pasal 22 
  Cukup jelas 
 Pasal 23 
  Ayat (1)  
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan 
merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 
  Ayat (3) 
   Cukup jelas 
 Pasal 24 
  Ayat (1) 
   Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini 
termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) 
tahun. 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
  Ayat (3) 
   Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu 
adalah antara lain batugamping untuk industri semen, intan 
dan batu mulia. Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam 
ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 
2 (dua) tahun. 
  Ayat (4) 
   Cukup jelas 
  Ayat (5) 
   Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini 
termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) 
tahun. 
 Pasal 25 
  Cukup Jelas 
 Pasal 26 
  Cukup Jelas 
 Pasal 27 
  Ayat (1) 
   Cukup Jelas 
 
  Ayat (2) 
   Surat permohonan sehagaimana dimaksud dalam ketentuan ini 
disertai dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari 
kepala desa atau pemerintah setempat serta persetujuan 
pemilik lahan dan masyarakat sekitar penambangan. 
  Ayat (3) 
   Cukup jelas 
  Ayat 4 
   Cukup Jelas 
 Pasal 28 
  Cukup jelas 
 Pasal 29 
  Cukup Jelas 
 Pasal 30 
  Cukup Jelas 
 Pasal 31 
  Huruf a 
   Cukup jelas 
  Huruf b 
   Cukup jelas 
  Huruf c 
   Cukup jelas 
  Huruf d 
   Cukup jelas 
  Huruf e 
   Cukup jelas 
  Huruf f 
   Cukup jelas 
  Huruf g 
   Cukup jelas 
  Huruf h 
   Cukup jelas 
  Huruf i 
   Cukup jelas 
  Huruf j 
   Pemanfaatan tenaga kerja setempat tetap mempertimbangkan 
kompeterisi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang 
tersedia. 
   Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan 
menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih 
mampu bersaing. 
 Pasal 32 
  Ayat (1)  
   Cukup jelas 
  Ayat (2)  
   Cukup jelas 
  Ayat (3)  
   Yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam ketentuan ini ialah 
pihak swasta atau kontrakor bidang reklamasi 
  Ayat (4)  
   Cukup jelas 
 Pasal 33 
  Cukup jelas 
 Pasal 34 
  Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau 
pemanfaatan terhadap mineral ikutan. 
 
 Pasal 35 
  Kewajiban untuk melakukan pengolahan dari pemurnian di dalam 
negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan 
mengoptimalkan nilai tambah dari produk, tersedianya bahan baku 
industri, penyerapan tenaga kerja, dan perningkatan penerimaan 
negara. 
 Pasal 36 
  Cukup jelas 
 Pasal 37 
  Cukup jelas 
 Pasal 38 
  Cukup jelas 
 Pasal 39 
  Cukup jelas 
 Pasal 40 
  Cukup jelas 
 Pasal 41 
  Cukup jelas 
 Pasal 42 
  Huruf a 
   Cukup jelas 
  Huruf b 
   Cukup jelas 
  Huruf c  
   Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan 
dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi 
lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang 
  Huruf d 
   Cukup jelas 
  Huruf e 
   Cukup jelas 
 Pasal 43 
  Cukup jelas 
 Pasal 44 
  Yang dimaksud dengan kerusakan adalah kerusakan jalan, 
jembatan dan fasilitas umum lainnya 
 Pasal 45 
  Ayat (1) 
   Huruf a 
   Yang dimaksud keadaan kahar (force majeur) dalam ayat 
ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, 
epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam 
di luar kemampuan manusia. 
 
  Huruf b 
   Yang dimaksud keadaan menghalangi dalam ayat ini, 
antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan 
perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan 
peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh 
Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha 
petambangan yang sedang berjalan. 
 
  Huruf c 
   Cukup jelas  
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau 
keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan 
penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha 
pertambangan. 
 Ayat (4) 
  Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi 
daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan 
aktivitas kegiatan penambangan. 
 Ayat (5) 
  Cukup jelas 
Pasal 46 
 Cukup jelas 
Pasal 47 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan pada 
kawasan hutan tunduk pada ketentuan pedoman pinjam  pakai 
kawasan huran sebagaimana ditetapkan oleh Menteri 
Kehutanan. 
Pasal 48 
 Cukup jelas 
Pasal 49 
 Ayat (1)  
  Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketetentuan ini 
antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, 
ekonomis, atau lingkungan. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 50 
 Cukup jelas 
Pasal 51 
 Yang dimaksud dengan peningkatan adalah peningkatan dari tahap 
ekplorasi ke tahap operasi produksi  
Pasal 52 
 Cukup jelas 
Pasal 53 
 Cukup jelas 
Pasal 54 
 Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak termasuk jumlah hari yang 
diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi. 
Pasal 55 
 Ayat (1)  
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Tempat yang dilarang dalam ketentuan ini terdiri dari : hutan 
lindung, tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah, 
fasilitas umum. 
 Ayat (3) 
  Instansi Pemerintah dalam ketentuan ini yaitu : 
- Bupati apabila lokasi penambangan, pengolahan dan 
pemurnian, serta pelabuhan berada dalam wilayah 
kabupaten sampai 4 (empat) mil dari garis pantai. 
- Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan 
dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah 
kabupaten yang berbeda dalam 1(satu) provinsi atau 
wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis 
pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati; dan/ 
atau 
- Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan 
dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah 
provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 (dua 
belas) mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi 
dari gubernur dan Bupati setempat sesuai dengan 
kewenangannya. 
 Pasal 56 
  Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk 
menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi 
seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh. 
 Pasal 57 
  Cukup jelas 
 Pasal 58 
  Cukup jelas 
 Pasal 59 
  Cukup jelas 
 Pasal 60 
  Cukup jelas 
 Pasal 61 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
  Ayat (3) 
   Yang dimaksud dengan lahan terganggu dalam ketentuan ini 
adalah pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh, sedang 
pemegang izin usaha pertambangan tidak melaksanakan 
kegiatan usaha operasi produksi pada lokasi tersebut. 
  Ayat (4) 
   Cukup jelas 
 Pasal 62 
  Cukup jelas 
 Pasal 63 
  Cukup jelas 
 Pasal 64 
  Cukup jelas 
 Pasal 65 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Huruf a 
    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 
   Huruf c 
    Cukup jelas 
   Huruf d 
    Cukup jelas 
   Huruf e 
    Biaya langsung dalarn ketentuan ini meliputi biaya 
pascatambang pada tapak bekas tambang, fasilitas 
pengolahan dan pemurnian, fasilitas penunjang, 
pemeliharaan dan peralatan, sosial dan ekonomi, serta 
pemantauan. 
    Biaya tidak langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya 
mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan 
pascatambang, administrasi, dan supervisi. 
 Pasal 66 
  Konsultasi dalam ketentuan ini adalah dalam rangka tukar pikiran 
untuk mendapatkan saran terhadap penyusunan program rencana 
pascatambang. 
  Instansi terkait lainnya dalam ketentuan ini antara lain instansi 
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten 
kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
lingkungan hidup, kehutanan, atau tata ruang. 
 Pasal 67 
  Cukup jelas 
 Pasal 68 
   Cukup jelas 
 Pasal 69 
  Ayat (1) 
   Huruf (a) 
    Jaminan reklamasi dalam ketentuan ini harus menutupi 
seluruh biaya pelaksanaan reklamasi. 
   Huruf (b) 
    Jaminan pasca tambang dalam ketentuan ini harus 
menutupi seluruh biaya pelaksanaan reklamasi. 
  Ayat (2)  
   Cukup jelas 
 Pasal 70 
  Cukup jelas 
 Pasal 71 
  Cukup jelas 
 Pasal 72 
  Cukup jelas 
 Pasal 73 
  Cukup jelas 
 Pasal 74 
  Cukup jelas 
 Pasal 75 
  Cukup jelas 
 Pasal 76 
  Cukup jelas 
 Pasal 77 
  Cukup jelas 
 Pasal 78 
  Cukup jelas 
 Pasal 79 
  Cukup jelas 
 Pasal 80 
  Cukup jelas 
 Pasal 81 
  Cukup jelas 
 Pasal 82 
  Cukup jelas 
 Pasal 83 
  Cukup jelas 
 Pasal 84 
  Cukup jelas 
 Pasal 85 
  Cukup jelas 
 Pasal 86 
  Cukup jelas 
 Pasal 87 
  Cukup jelas 
 Pasal 88 
  Cukup jelas 
 Pasal 89 
  Cukup jelas 
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